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ABSTRAK 
 
Nama : SAEFULLAH 
NIM : 10500113264 
Judul : KEWENANGAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN DALAM 
MEMERIKSA DANA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA 
            
Tujuan penelitian ini adalah untuk: 1) mendeskripsikan dan menganalisis ruang 
lingkup kewenangan badan pemeriksa keuangan dalam memeriksa dana desa yang 
bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, 2) Mengemukakan efektivitas 
dan efisiensi pemeriksaan dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan 
belanja negara. 
 
Jenis penelitian ini adalah jenis kajian pustaka (library research) dengan 
menggunakan pendekatan hukum normatif (pustaka), menggunakan data sekunder 
sebagai data utama. Data dikumpulkan dengan cara mengutip, menyadur dari literatur 
yang representatif yang mempunyai relevansi dengan masalah yang dibahas. Data 
diolah dengan cara reduksi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan. Analisis  
data  yang digunakan yakni kualitatif.   
 
Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa ruang lingkup kewenangan BPK 
perwakilan di setiap provinsi terbabats hanya dapat memeriksa pengelolaan dan 
tanggung jawab keuangan daerah atau APBD termasuk di dalamnya BUMD serta yang 
lainnya di tingkat provinsi dan kabupaten atau kota. Sedangkan efektivitas dan efisensi 
pemeriksaan keuangan dana desa yang bersumber dari APBN terdapat dua persepsi. 
Pertama pemeriksaannya tidak efektif dan efisien jika tidak melibatkan BPK 
perwakilan di setiap provinsi. Kedua bisa saja berjalan efektif dan efisien tanpa 
melibatkan BPK perwakilan jika BPK pusat meminta perseoarang atau menggandeng 
lembaga lain untuk membantu dalam mengaudit dana desa. 
 
Implikasi dari penelitin ini adalah seharusnya BPK membuat regulasi yang jelas 
tentang wewenang BPK dalam memeriksa dana desa yang bersumber dari APBN. 
Sumberdaya BPK pusat terbilang masih sangat kurang untuk turun ke desa-desa 
dengan rasio perbandingannya  ± 74 000 desa di seluruh wilayah Indonesia. 
Seyokyanya BPK pusat  menginstruksikan BPK perwakilan untuk memeriksa dana 
desa yang bersumber dari APBN. Dari pengamatan selama pembuatan skripsi ini 
peneliti belum menemukan aturan secara terperinci yang membahas mengenai aturan 
tentang ruang lingkup kewenangan BPK pusat dan BPK perwakilan, padahal seharunya 
ditegaskan dalam satu norma, supaya jelas masing-masing wilayah kerjanya. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
Negara Indonesia adalah negara hukum1 berbasis konstitusi yang didalamnya 
memiliki lembaga-lembaga khusus dimana setiap lembaga negara mempunyai 
kewenangan untuk saling mengawasi atau menjalankan fungsi controlling. Sebagai 
negara hukum tentunya memiliki pedoman dasar untuk menghimpun bentuk aspirasi 
dan cita-cita bangsanya. Dengan demikian, negara kesatuan republik Indonesia 
membuat Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945, yang terdiri dari 16 bab dan 
memuat sebanyak 37 pasal. Antara lain memuat dan mengatur keberadaan Badan 
Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai lembaga tinggi negara. Memiliki fungsi 
pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara, serta kekuasaan 
inspektif atau lebih dikenal sebagai lembaga pengawasan selain Dewan Perwakilan 
Rakyat (DPR)2.  BPK terbentuk pada tahun 1946 dengan berbagai leka-liku yang 
ditempuh hingga kemudian mendapat dukungan secara konstitusional dari Majelis 
Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam sidang tahunan pada tahun 2002. Tujuannya 
adalah untuk memperkuat kedudukan BPK sebagai lembaga pemeriksa eksternal 
                                                          
1 Majelis Permusyawaratan Rakyat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Buku Saku untuk Memahami Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 (Jakarta: MPR, 2016), h. 116. 
2 Lihat pasal 20A ayat 1 UUD Tahun 1945. 
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keuangan negara3. Dukungan MPR dalam bentuk TAP MPR No.VI/MPR/2002 itu 
mempertegas kedudukan BPK sebagai satu-satunya lembaga pemeriksa keuangan 
eksternal pemerintahan yang diamanatkan oleh UUD Tahun 1945. 
BPK melakukan pemeriksaan dalam bentuk laporan keuangan bertujuan untuk 
memberikan keyakinan (reasonable assurance) bahwa laporan keuangan telah 
disajikan secara wajar sesuai prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. 
Laporan disajikan secara terstruktur oleh suatu entitas mengenai realisasi anggaran, 
arus kas, dan kinerja. Pemeriksaan laporan keuangan tentunya sangat penting 
dilakukan oleh pihak yang independen dikarenakan intervensi informasi yang 
disajikan dalam laporan keuangan harus betul-betul akurat sesuai keputusan dalam 
laporan rancangan informasi anggaran yang dikeluarkan. Begitu pentingnya  
kebutuhan kualitas informasi tersebut, sehingga Allah menegaskan dalam Al-Qur’an 
Surah al-Hujurat/49 ayat 6, Allah S.W.A berfirman; 
اوُحِبُْصَتف ٍةَلاَهَجِب اًمْوَق اُوبيُِصت َْنأ اُونَّيََبَتف ٍأَبَنِب ٌقِساَف ْمُكَءاَج ْنِإ اُونَماَء َنيِذَّلا اَهَُّيأاَي  َىلَع
 َنيِمِداَن ُْمتْلََعف اَم 
Terjemanya, 
Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kalian orang fasik 
dengan membawa berita, maka telitilah berita itu agar kalian tidak 
                                                          
3Majelis Permusyawaratan Rakyat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Negara 
Republik Indonesia: Buku untuk Panduan Pemasyarakatan (Jakarta: MPR, 2016), h. 240. 
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memberikan keputusan kepada suatu kaum tanpa pengetahun sehingga kalian 
akan menyesali diri atas apa yang telah kalian kerjakan.4 
 
Tujuan BPK melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan dalam rangka 
memberikan pendapat atau opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan 
dalam laporan keuangan berdasarkan pada kesesuaian dengan standar akuntansi, 
kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan 
efektivitas sistem pengendalian intern. Oleh karena itu, dalam melaksanakan 
pemeriksaan keuangan, selain memberikan opini atas laporan keuangan, BPK juga 
melaporkan hasil pemeriksaan atas sistem pengendalian intern, dan laporan hasil 
pemeriksaan atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. 
Kelembagaan BPK dimuat dan diatur dalam UUD Tahun 1945, BAB VIIIA 
tentang Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dalam bunyi pasal 23E bahwa: 
1) untuk memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab tentang keuangan Negara 
diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri. 
2) Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, 
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan 
kewenangannya. 
3) Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/ atau 
badan yang berwenang sesuai dengan undang-undang. 
                                                          
4 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan (Cet. ke 10, Bandung: CV 
Diponegoro, 2013), h., 517 
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Pada Pasal 23F, menentukan bahwa; 
1) Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan 
memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh 
Presiden. 
2) Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan dipilih dari dan oleh anggota. 
Pasal 23G menentukan bahwa; 
1) Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di ibukota Negara, dan memiliki 
perwakilan disetiap provinsi. 
2) ketentuan lebih lanjut mengenai BPK, diatur dengan undang-undang. 
Selain memiliki kekuasaan untuk memeriksa Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara (APBN), BPK juga berwenang melakukan pemeriksaan terhadap 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) walaupun daerah tersebut 
memiliki otonomi. Dulu, sebelum masa reformasi, BPK hanya cukup memiliki kantor 
regional di beberapa daerah yang menjangkau daerah provinsi yang ada di sekitarnya, 
karena pemeriksaannya terfokus hanya kepada pelaksanaan APBN di daerah-daerah 
regional. Sekarang, BPK di idealkan juga memeriksa keuangan negara dalam rangka 
pelaksanaan APBD5 sehingga di bentuk kantor BPK perwakilan di setiap provinsi. 
Menurut Undang-Undang (UU) nomor 15 tahun 2006 tentang badan pemeriksa 
keuangan mengatur secara khusus bahwa yang dimaksud dengan Badan Pemeriksa 
Keuangan, yang selanjutnya disingkat BPK, adalah lembaga negara yang bertugas 
                                                          
5Jimly Asshiddiqie, Komentar Atas Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik 
Indonesia Tahun 1945 (Jakarta: Sinar Grafika, t.th.), h. 94. 
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untuk memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara6 sebagaimana 
dimaksud dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
Menurut Pasal 6 ayat 1 UU nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa 
Keuangan, bahwa BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab 
keuangan negara yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah dan 
lembaga negara lainnya, seperti Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan 
Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang 
mengelola keuangan negara. (2) Pelaksanaan pemeriksaan BPK sebagaimana 
dimaksud pada ayat 1, dilakukan berdasarkan undang-undang tentang pemeriksaan 
pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara. (3) Pemeriksaan BPK mencakup 
pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. 
(4) Dalam hal pemeriksaan dilaksanakan oleh akuntan publik berdasarkan ketentuan 
undang-undang dan laporan hasil pemeriksaan tersebut wajib disampaikan kepada 
BPK dan dipublikasikan. (5) Dalam melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan 
tanggungjawab keuangan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPK 
melakukan pembahasan atas temuan pemeriksaan dengan objek yang diperiksa sesuai 
dengan standar pemeriksaan keuangan negara. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai 
tata cara pelaksanaan tugas BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan 
peraturan BPK. 
                                                          
6 Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang no 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. 
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Pasal 9 ayat (1) menginformasikan bahwa dalam melaksanakan tugas, BPK 
berwenang meminta keterangan dan/atau dokumen yang wajib diberikan oleh setiap 
orang, unit organisasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara 
lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan 
Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. 
Kewenangan BPK memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara terus 
merambak hingga kepada pengelolaan dan tanggungjawab keuangan daerah serta 
beberapa lemabaga lainnya, yakni: 
“Pertama, pemeriksaan atas pelaksanaan APBN menjadi pemeriksaan atas 
pelaksanaan APBN dan APBD serta pengelolaan keuangan dan kekayaan 
Negara dalam arti luas. 
Kedua, perluasan  dalam arti hasil pemeriksaan yang dilakukan tidak saja 
disampaikan kepada DPR, tetapi juga kepada DPD dan DPRD Provinsi serta 
DPRD tingkat kabupaten/kota sesuai tingkat kewenangannya masing-masing. 
Ketiga, perluasan juga terjadi terhadap lembaga atau badan/badan hukum yang 
menjadi objek pemeriksaan oleh BPK, yaitu dari sebelumnya hanya pada 
lembaga negara dan/pemerintahan yang merupakan subjek hukum tata negara 
dan/ subjek hukum administrasi negara meluas hingga mencakup pula pada 
organ yang merupakan subjek hukum perdata seperti perusahaan daerah, 
BUMN ataupun perusahaan swasta yang didalamnya terdapat kekayaan 
negara7. 
 
Hasil pikiran di atas yang mendorong terus kemajuan sistem pemerintahan 
secara kontinuitas di era reformasi sekarang tidak lepas dari campur tangan dan 
pengaruh luasnya wilayah kerja BPK. Kemudian terbentuknya UU nomor 6 tahun 
2014 tentang desa yang berisi materi mengenai kedudukan dan jenis desa diantaranya 
                                                          
7 Ni’matul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia (Ed. Revisi Cetakan 10, Jakarta: Rajawali 
Pers, 2015), h. 228 
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kewenangan desa, penyelenggaran pemerintahan desa, hak, kewajiban dan 
masyarakat desa serta peraturan desa, keuangan dan aset desa yang kemudian juga 
menambah tuntutan kerja BPK semakin meluas. UU-RI tentang desa disertai dengan 
Surat Keputusan Bersama (SKB) menteri dalam negeri, menteri keuangan dan 
menteri desa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi terkait percepatan 
penyaluran pengelolaan dan penggunaan dana desa tahun 2015, peraturan pemerintah 
Republik Indonesia nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan UU-RI 
nomor 6 tahun 2014 serta peraturan pemerintah nomor 60 Tahun 2014 dan peraturan 
pemerintah nomor 60 tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari Anggaran 
Pendapatan Belanja Negara (APBN), maka akan memperlebar tugas BPK, karena 
pemerintah mengalokasikan dana melalui APBN per tahun untuk tiap desa sebagai 
realisasi dari penerapan UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, alokasi anggaran 
dana desa sudah di kucurkan sejak tahun 2015 lalu. 
Dengan demikian, adanya Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
yang akan menjadi tanggungjawab Kepala Desa sebagai pengelola dana desa 
berkewajiban memberikan laporan dan mempertanggungjawabkan kepada negara 
yang selanjutya dilakukan audit oleh BPK8. Luasnya jagak kerja BPK yang sewaktu-
waktu harus menjalar di beberapa lembaga atau badan pemerintahan untuk 
memeriksa penggunaan dana yang bersumber dari negara atau APBN dan APBD 
                                                          
8 Lihat Pasal 33 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang 
Keuangan Negara Dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara Serta Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan. 
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Serta yang lainnya. Maka timbul pemikiran baru yang mempertanyakan tentang 
bagaimana fokus kerja BPK yang statusnya sebagai perwakilan di tiap-tiap daerah? 
Pada hal dalam undang-undang sudah jelas bahwa BPK berkedudukan di ibukota 
negara dan memiliki perwakilan disetiap provinsi. 
Rasio pemikiran yang mengandung tanda tanya di atas tentu tidak lepas juga 
dari adanya anggaran dana desa yang bersumber dari APBN, kemudian oleh BPK-RI 
pusatlah yang berwenang mengaudit. Seperti diungkapkan oleh Uceu Yuniarti, kepala 
sub bagian Hubungan Masyarakat (Humas) dan tata usaha BPK perwakilan Sulawesi 
Selatan saat memberikan  penjelasan kepada Iin Nurfahraini Dewi Putri, seorang 
wartawan koran Tempo. Dalam naskah beritanya menjelaskan bahwa anggaran dana 
desa yang sumbernya dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) itu 
diperiksa langsung oleh BPK pusat. Sedangkan BPK perwakilan provinsi Sulawesi 
Selatan, “Hanya mengaudit penggunaan APBD (Anggaran Pendapatan Belanja 
Daerah) di daerah sedangkan dana desa ini karena bantuan pusat makanya akan 
dilakukan oleh BPK pusat”9. Informasi lain di kutip dari situs resmi Koranmuria, 
Harry Azhar Azis mantan ketua BPK RI menyampaikan bahwa, ”pemeriksaan dana 
desa tetap akan dilakukan di tingkat daerah, tetapi secara sampel”.10 Dengan 
                                                          
9 Iin Nurfahraini Dewi Putri, Pemda Sebut Audit Dana Desa Dilakukan Oleh BPK, Tempo 
Nasonal Online. 28 Januari 2016. https://nasional.tempo.co/read/news/2016/01/28/058740307/pemda -
sebut-audit-dana-desa-dilakukan-oleh-bpk (Maret 2016). 
10 Lismanto/Supriadi, Dana Desa Diperiksa, BPK RI Minta Kades di Pati Siap-Siap, 
koranmuria. 28 November 2015. http://www.koranmuria.com/2015/11/28/23570/dana-desa-diperiksa-
bpk-ri-minta-kades-di-pati-siap-siap.html (Juli 2017). Dimaksud secara sampel adalah dalam satu 
provinsi tidak semua desa akan di periksa BPK, hanya desa-desa yang dianggap perlu saja akan 
diperiksa. 
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demikian jelas bahwa pemeriksaan anggran dana desa yang bersumber dari APBN di 
periksa BPK pusat bukan perwakilan. Menurut auditor Utama Keuangan Negara V 
BPK RI Bambang Pamungkas dalam kegiatan pemantapan pengelolaan dana desa 
mengatakan, "Tak semua desa diaudit, diawasi secara acak di beberapa desa"11. Tiga 
dasar pemikiran di atas memberikan informasi awal bahwa memang pemeriksaan 
dana desa yang bersumber dari APBN tidak di periksa oleh BPK perwakilan provinsi. 
walaupun sumber informasi di atas hanya dikuatkan dengan pernyataan dari 
individual tidak dalam bentuk aturan namun bisa menjadi dalih yang kuat karena atas 
dasar pertimbangan kapabilitas orang menyampaikan informasi tersebut. 
Bila benar, penggunaan anggaran dana desa yang sumbernya berasal dari 
APBN tidak di periksa BPK perwakilan, maka pertanyaannya kemudian adalah 
mengenai batas dan cara BPK perwakilan memperoleh kewenangan, karena dalam 
hukum administrasi dikemukakan bahwa kewenangan yang bersumber dari peraturan 
perundang-undangan di peroleh melalui tiga cara yaitu atribusi, delegasi, dan 
mandat12. Dengan demikian, menjadi fokus bahasan dalam penelitian ini yakni 
peneliti akan mengkaji dan membahas empat hal yang dianggap termasuk poin 
                                                          
11 Eko Widianto, BPK Gandeng Inspektorat untuk Audit Dana Desa, Tempo.co, 4 Maret 
2017. https://m.tempo.co/read/news/2017/03/04/173852644/bpk-gandeng-inspektorat-untuk-audit-
dana-desa (28 Juli 2017). 
12 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara (Ed. Revisi Cetakan 10, Jakarta: Rajawali Pers, 
2014), h. 102. Menurut H.D. van Wijk/Willem Konijnenbelt Atribusi adalah pemberian wewenang 
pemerintahan oleh pembuat Undang-Undang kepada organ pemerintahan. Delegasi adalah pelimpahan 
wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya, sedangkan 
mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas 
namanya. 
10 
 
 
 
penting yakni: kewenangan badan pemeriksa keuanga, pemeriksaan dana anggaran 
desa yang bersumber dari negara, dan keuangan negara. Untuk itu, sebagai acuan 
dalam penyusunan skripsi ini peneliti membuat rumusan masalah sebgai berikut. 
B. Rumusan Masalah 
Dari latar belakang di atas, menjadi pertimbangan dasar atau menjadi fokus 
pembahasan dalam skripsi ini. Olehnya pula sehingga untuk lebih memperjelas 
kebenaran judul skripsi yang di angkat. Maka yang menjadi rumusan masalah terkait 
dengan judul skripsi yang dibahas adalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana ruang lingkup kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan dalam 
memeriksa dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara? 
2. Bagaimana efektivitas dan efisiensi pemeriksaan dana desa yang bersumber dari 
anggaran pendapatan dan belanja negara jika kewenangannya diserahkan kepada 
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia tanpa melibatkan Badan 
Pemeriksa Keuangan perwakilan provinsi? 
C. Pengertian Judul 
Judul adalah cermin atau ungkapan singkat dari sebuah permasalahan untuk 
mengetahui pokok yang di bahasa dalam atau pada sebuah skripsi dan merupakan 
bagian yang paling penting karena untuk mengetahui isi  bahasan. Judul terletak di 
awal atau bagian depan dalam sebuah skripsi. Karenanya sehingga langkah awal yang 
dilakukan dalam menyusun skripsi ini adalah menentukan judul, skripsi ini 
terinspirasi dari sebuah berita yang di publis melalui situs resmi tempo nasional 
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online. Uceu Yuniarti, kepala sub bagian Hubungan Masyarakat (Humas) dan tata 
usaha BPK perwakilan Sulawesi Selatan saat memberikan  penjelasan kepada Iin 
Nurfahraini Dewi Putri, seorang wartawan koran Tempo. Dalam naskah beritanya 
menjelaskan bahwa anggaran dana desa yang bersumber dari APBN itu diperiksa 
langsung oleh BPK pusat. Sedangkan BPK perwakilan provinsi Sulawesi Selatan, 
“Hanya mengaudit penggunaan APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) di 
daerah sedangkan dana desa ini karena bantuan pusat makanya akan dilakukan oleh 
BPK pusat”. Olehnya sehingga skripsi ini berjudul, “Kewenangan Badan Pemeriksa 
Keuangan Memeriksa Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara” karena di gagas dari adanya data awal melalui pemberitaan di salah 
satu situs online. 
D. Kajian Pustaka 
Menyusun skripsi ini tentunya dibutuhkan berbagai dukungan teori dari 
sumber atau rujukan yang relevan dengan rencana penelitian. Sebelum melakukan 
penelitian, telah dilakukan pengkajian awal dari beberapa literatur yang berkaitan 
dengan pembahasan dan judul skripsi ini. Adapun kajian kepustakaan yang relevan 
dengan penelitian ini antara alain sebagai berikut: 
1. Jimly Asshiddiqie. “Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca 
Reformasi”. Buku (2010). Membahas tentang fungsi pokok badan pemeriksa 
keuangan. Dalam buku ini dijelaskan sedikinya ada tiga fungsi utama yang dimiki 
badan pemeriksa keuangan. Sedangkan penelitian ini lebih banyak membahas 
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mengenai fungsi dan wewenang badan pemeriksa keuangan dalam pemeriksaan 
pengelolaan dan tanggungjawab keuangan. 
2. Ni’matul Huda. “Hukum Tata Negara Indonesia”. Buku (2015). Membahas 
tentang perluasan dalam arti hasil pemeriksaan yang dalakukan oleh BPK tidak 
saja disampaikan kepada DPR, tapi juga kepada DPD dan DPRD provinsi, 
kabupaten dan atau kota. Sedangkan penelitian ini banyak membahas mengenai 
kewenangan BPK dalam memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan 
Negara. 
3. Ridwan HR. “Hukum Administrasi Negara”. Buku (2015). Membahas tentang cara 
memperoleh kewenangan dalam pemerintahan di Indonesia. Dimana dalam buku 
ini dijelaskan dan pisahkan mengenai wewenang yang di berikan oleh peraturan 
perundang-undangan dan wewenang yang didapat dari pemerintah serta 
wewenang yang diperoleh dari seorang dan dijalankan atas namanya. Sedangkan 
skripsi ini membahas kewenangan badan pemeriksa keuangan. 
4. Abdu Rahman Kanang. “Kapita Selekta Hukum Tata Negara Kontemporer”. Buku 
Buku (2013). Dalam buku ini dibahas tentang bentuk kewenangan badan 
pemeriksa keuangan. Sedangkan dalam kajian dan pembahasan skripsi ini 
membahas tentang ruang lingkup kewenangan badan pemeriksa keuangan dalam 
pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab pengelolaan keuangan negara. 
5. Ikhwan Fahroji. Pengawasan Keuangan Negara, Pemeriksaan Keuangan Negara 
Melalui Auditor Internal dan Eksternal Serta DPR.” Buku (2016). Membahas 
tentang lembaga yang mengawasi dan memeriksan pengelolaan dan 
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tanggungjawab keuangan negara. Kajian penelitian ini lebih banyak membahas 
tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara. 
Berdasarkan empat rujukan utama dalam penelitian ini, studi kepustakaan 
menunjukan, belum terdapat pengkajian secara kompherensif mengenai kewenangan 
BPK dalam memeriksa anggaran dana desa yang bersumber dari APBN dan belum 
terdapat pula studi kepustakaan yang menjelaskan lebih lanjut ruanglingkup dan 
pembatasan kewenangan antara BPK-RI dan BPK perwakilan. 
E. Metodologi Penelitian 
Penelitian ini adalah penelitian hukum, sehingga dalam penyusunan skripsi ini 
digunakan jenis penelitian hukum. Dalam penelitian hukum dikenal ada dua jenis 
penelitian yaitu penelitian normatif (doktrinal) dan penelitian empiris. Jenis penelitian 
yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah gabungan antara penelitian  
hukum normatif.13 (doktrinal) dan penelitian empiris. 
Penelitian normatif digunakan untuk melihat ketentuan-ketentuan mengenai 
kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan dalam memeriksa dana desa yang 
bersumber dari APBN. Sedangkan penelitian empiris digunakan untuk mengetahui 
ruang lingkup kewenangan BPK, serta keterlibatan BPK-RI perwakilan Provinsi 
Sulawesi Selatan dalam memeriksa anggaran dana desa yang bersuber dari APBN. 
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-
                                                          
13 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, (Jakarta: Rajawali Pers, 
2014), h. 12. 
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undangan (statue approach).14 dan pendekatan sosiologi hukum. Pendekatan 
perundang-undangan merupakan pendekatan yang digunakan untuk mengkaji dan 
menganalisis asas dan sinkronisasi semua perundang-undangan (baik horizontal 
maupun vertikal) serta peraturan lainnya yang bersangkut paut dengan masalah yang 
di teliti. 
Sedangkan pendekatan sosiologi hukum ialah pendekatan yang menganalisis 
tentang bagaimana reaksi dan interaksi ketika sistem norma itu bekerja di dalam 
masyarakat, atau bagaimana penerapan aturan perundang-undangan dalam kehidupan 
nyata. Pendekatan ini dikonstruksi sebagai sesuatu perilaku masyarakat yang 
terlembagakan serta mendapat legitimasi secara sosial.15 Selain itu, dalam penelitian 
ini di ambil juga pendekatan lain yang berkaitan dengan data yang dibutuhkan untuk 
kelengkapan penelitian ini. 
1. Jenis dan sumber data 
Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (pustaka) yang 
menggunakan data sekunder sebagai data utama. Data sekunder tersebut terdiri atas 
bahan baku primer dan bahan baku sekunder, yakni bersumber dari semua peraturan 
perundang-undangan yang terkait dengan kewenangan badan pemeriksa keuangan 
dalam memeriksa dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja 
negara serta aturan-aturan lain yang relevan dengan penelitian ini. Data sekunder 
                                                          
14 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana,2008), h. 133. 
15 Salim HS dan Erlies SeptianaNurbani, Penerapan Teori Hukum pada Penulisan Skripsi, 
Tesis dan Disertasi (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), h. 23. 
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yaitu data yang berfungsi sebagai pendukung data primer yang diperoleh dari 
berbagai literatur yang relevan, seperti buku, jurnal, karya ilmiah, website dan sumber 
lainnya yang relevan dengan permasalahan dalam penelitian ini. 
2. Metode Pengumpulan Data 
Dalam rangka memperoleh data yang relevan dengan pembahasan tulisan ini, 
maka dilakukan teknik pengumpulan data melalui penelitian pustaka (library 
research). Penelitian kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan data primer  
maupun data sekunder sebagai bahan yang masing-masing dapat saling mendukung 
dalam mendeskripsikan jawaban dari permasalahan dalam penelitian ini. 
3. Instrument Penelitian 
Adapun yang menjadi instrumen atau alat yang digunakan dalam memperoleh 
bahan hukum, sebagai berikut: 
1. Buku catatan untuk mendokumentasikan hasil analisis data primer dan data 
sekunder yang telah ditulis sebelumnya; 
2. Perangkat lunak penyimpanan bahan hukum, seperti laptop dan  flashdisk,  untuk 
menyimpan data primer dan data sekunder yang telah dikumpul baik secara 
manual maupun secara online 
4. Metode Pengolahan dan Analisis Data 
Dalam Penelitian ini menggunakan berbagai teknik pengolahan data yaitu: 
1. Reduksi data ialah proses mengubah dokumen data ke dalam pola, fokus, 
kategori, atau pokok permasalahan tertentu, sehingga tergambarkan jawaban dari 
permasalahan yang diteliti; 
16 
 
 
 
2. Penyajian data ialah menampilkan bahan hukum secara deskriptif sehingga 
tergambarkan bagaimana ruanglingkup kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan 
dalam memeriksa dana desa yang bersumber dari APBN; 
3. Pengambilan kesimpulan ialah mencari jawaban sederhana, sistematik, dan jelas 
berdasarkan data yang telah direduksi dan disajikan secara deskriptif. 
Adapun analisis  data  yang digunakan yakni analisis kulitatif. Yaitu, teknik 
pengolahan data yang dilakukan melalui pendeskripsikan hasil penelitian dengan 
menggunakan pendekatan yuridis normatif. 
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
Penelitian ini bertujuan untuk: 
a. Mengetahui dan mendeskripsikan ruang lingkup kewenangan badan pemeriksa 
keuangan republik Indonesia dalam memeriksa dana desa yang bersumber dari 
Anggaran Pendapatan Belanja Negara. 
b. Mengetahui efektivitas dan efisiensi pemeriksaan dana desa yang bersumber dari 
anggaran pendapatan dan belanja negara jika kewenangannya diserahkan kepada 
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia tanpa melibatkan Badan 
Pemeriksa Keuangan perwakilan provinsi 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi: 
1) Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. 
Menambah koleksi karya ilmiah yang dapat dijadikan sebagai literature bagi 
mahasiswa ataupun dosen yang ingin mengadakan penelitian serupa, pada lokasi 
berbeda dalam ruang lingkup yang lebih luas lagi. 
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2) Masyarakat Umum/Pembaca. 
Memberikan informasi khususnya mengenai kewenangan badan pemeriksa keuangan 
republic Indonesia perwakilan provinsi Sulawesi Selatan dalam memeriksa dana 
desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara. 
3. Bagi Pemerintah/Instansi Terkait. 
Penelitian ini menjadi sumbangsi pemikiran dalam hal kewenangan badan pemeriksa 
keuangan republic Indonesia perwakilan provinsi Sulawesi Selatan dalam 
memeriksa dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara 
dan bisa lebih optimal dalam melaksanakan peranannya. 
4. Bagi Peneliti. 
Dapat menambah pengetahuan, wawasan intelektual, serta menambah pengalaman, 
khususnya mengenai kewenangan badan pemeriksa keuangan republic Indonesia 
perwakilan provinsi Sulawesi Selatan dalam memeriksa dana desa yang bersumber 
dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara. 
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BAB II 
TINJAUAN UMUM BADAN PEMERIKSA KEUANGAN, KEUANGAN 
NEGARA, DAN DANA DESA 
A. Pengertian dan Sejarah Badan Pemeriksa Keuangan Negara 
1. Pengertian badan pemeriksa keuangan 
Badan Pemeriksa Keuangan adalah lembaga negara yang bertugas untuk 
memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara1. Dalam sisitem 
penataan kekuasaan atau kelembagaan negara republik Indonesia, Badan Pemeriksa 
Keuangan (BPK) merupakan lembaga tinggi negara yang memiliki kewenangan untuk 
memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Menurut naska aslih Undang-
Undang Dasar Tahun 1945, bab VIII tentang hal keuangan, pasal 23 ayat 5 dijelaskan bahwa 
untuk memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara, maka diadakan satu 
badan pemeriksa keuangan yang peraturannya ditetapkan dengan undang-undang. 
BPK yang awalnya merupakan bagian dari bab VIII UUD Tahun 1945 tentang 
keuangan negara, kemudian dipisahkan dalam bab tersendiri dimaksudkan untuk memberikan 
dasar hukum yang lebih kuat, jelas, bebas, dan mandiri2, hal ini dijelsakan dalam naskah 
setelah perubahan ke empat Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945. Tujuannya juga 
adalah untuk memperkuat kedudukan, kewenangan, dan independensinya sebagai lembaga 
negara. Dengan demikian diharapkan pemeriksaan dan tanggungjawab keuangan negara 
                                                          
1 Lihat undang-undang republik Indonesia nomor 15 tahun 2006 tentang badan pemeriksa 
keuangan, pasal 1 ayat. 
2 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945: Buku Saku untuk Memahami Mahkama Konstitusi (Jakarta: Kepanitraan dan 
Sekretariat Jenderal MK RI, 2016), h. 103.  
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dilakukan secara optimal sehingga dapat meningkatkan transparansi dan tanggungjawab 
(akuntabilitas) terhadap keuangan negara.3  
2. Sejarah Singkat Badan Pemeriksa Keuangan Negara 
Berdasarkan amanat UUD Tahun 1945 telah dikeluarkan Surat Penetapan 
Pemerintah No.11/OEM tanggal 28 Desember 1946 tentang pembentukan Badan 
Pemeriksa Keuangan, pada tanggal 1 Januari 1947 yang berkedudukan sementara 
dikota Magelang. Pada waktu itu Badan Pemeriksa Keuangan hanya mempunyai 9 
orang pegawai dan sebagai Ketua Badan Pemeriksa Keuangan pertama adalah R. 
Soerasno. 
Untuk memulai tugasnya, BPK dengan suratnya pada tanggal 12 April tahun 
1947 No.94-1 telah mengumumkan kepada semua instansi di Wilayah Republik 
Indonesia mengenai tugas dan kewajibannya dalam memeriksa tanggungjawab 
tentang keuangan negara, sementara masih menggunakan peraturan perundang-
undangan yang dulu berlaku bagi pelaksanaan tugas Algemene Rekenkamer (Badan 
Pemeriksa Keuangan Hindia Belanda), yaitu ICW (Indische Comtabiliteitswet)4. 
Dalam Penetapan Pemerintah No.6/1948 tanggal 6 Nopember 1948 tempat 
kedudukan Badan Pemeriksa Keuangan dipindahkan dari Magelang ke Yogyakarta. 
Negara Republik Indonesia yang ibukotanya di Yogyakarta tetap mempunyai Badan 
                                                          
3 Ni’matul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia  (Ed. Revisi, Cet. 10; Jakarta: Rajawali Pers, 
2015), h. 226. 
4 H. Abu Daud Busroh, Capita Selecta Hukum Tata Negara (Jakarta: PT. Rinea Cipta, 1994), 
h. 55. 
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Pemeriksa Keuangan sesuai pasal 23 ayat (5) UUD Tahun 19455; Ketuanya diwakili 
oleh R. Kasirman yang diangkat berdasarkan SK Presiden RI tanggal 31 Januari 1950 
No.13/A/1950 terhitung mulai 1 Agustus 1949. 
Terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia Serikat (RIS) berdasarkan 
Piagam Konstitusi RIS tanggal 14 Desember 1949, maka dibentuk Dewan Pengawas 
Keuangan (berkedudukan di Bogor)6 yang merupakan salah satu alat perlengkapan 
negara RIS, sebagai Ketua diangkat R. Soerasno mulai tanggal 31 Desember 1949, 
yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di 
Yogyakarta. Dewan Pengawas Keuangan RIS berkantor di Bogor menempati bekas 
kantor Algemene Rekenkamer pada masa pemerintah Netherland Indies Civil 
Administration (NICA). 
Dengan kembalinya bentuk Negara menjadi Negara Kesatuan Republik 
Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1950, maka Dewan Pengawas Keuangan RIS 
yang berada di Bogor sejak tanggal 1 Oktober 1950 digabung dengan Badan 
Pemeriksa Keuangan berdasarkan UUDS 1950 dan berkedudukan di Bogor 
menempati bekas kantor Dewan Pengawas Keuangan RIS. Personalia Dewan 
Pengawas Keuangan RIS diambil dari unsur Badan Pemeriksa Keuangan di 
Yogyakarta dan dari Algemene Rekenkamer di Bogor. Pada Tanggal 5 Juli 1959 
dikeluarkan Dekrit Presiden RI yang menyatakan berlakunya kembali UUD Tahun 
                                                          
5 Lihat UUD-NKRI Tahun 1945 dalam naskah aslih. 
6 Mita, “Sejara Singkat Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia”, Blog Mita. 
https://dewimitarozali.wordpress.com/tag/sejarah-bpk/ (12 Juni 2017), pukul 12:05 
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1945. Dengan demikian Dewan Pengawas Keuangan berdasarkan UUD 1950 kembali 
menjadi Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Pasal 23 (5) UUD Tahun 1945. 
Meskipun Badan Pemeriksa Keuangan berubah-ubah menjadi Dewan 
Pengawas Keuangan RIS berdasarkan konstitusi RIS Dewan Pengawas Keuangan RI 
(UUDS 1950), kemudian kembali menjadi Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan 
UUD Tahun 1945, namun landasan pelaksanaan kegiatannya masih tetap 
menggunakan ICW dan IAR. Dalam amanat-amanat Presiden yaitu Deklarasi 
Ekonomi dan Ambeg Parama Arta, dan di dalam Ketetapan MPRS No. 
11/MPRS/1960 serta resolusi MPRS No. 1/Res/MPRS/1963 telah dikemukakan 
keinginan-keinginan untuk menyempurnakan Badan Pemeriksa Keuangan, sehingga 
dapat menjadi alat kontrol yang efektif. Untuk mencapai tujuan itu maka pada tanggal 
12 Oktober 1963, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-undang No. 7 Tahun 1963 (LN No. 195 Tahun 1963) yang kemudian diganti 
dengan Undang-Undang (UU) No. 6 Tahun 1964 tentang Badan Pemeriksa Keuangan 
gaya baru. Untuk mengganti PERPU tersebut, dikeluarkanlah UU No. 17 Tahun 1965 
yang antara lain menetapkan bahwa Presiden, sebagai pemimpin besar revolusi 
pemegang kekuasaan pemeriksaan dan penelitian tertinggi atas penyusunan dan 
pengurusan keuangan negara. Ketua dan wakil ketua BPK-RI berkedudukan masing-
masing sebagai Menteri Koordinator dan Menteri. 
Akhirnya oleh MPRS dengan Ketetapan No.X/MPRS/1966 kedudukan BPK 
RI dikembalikan pada posisi dan fungsi semula sebagai Lembaga Tinggi Negara. 
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Sehingga UU yang mendasari tugas BPK RI perlu diubah dan akhirnya baru 
direalisasikan pada Tahun 1973 dengan UU No. 5 Tahun 1973 Tentang Badan 
Pemeriksa Keuangan.7 
Anggota BPK dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan tetap 
mempertimbangkan Dewan Perwakilan Daerah kemudian diresmikan oleh Presiden. 
Dalam pembentukannya, lembaga ini memiliki sejarah tersendiri dan juga 
dimaksudkan untuk memiliki tugas dan wewenang. Dalam pasal 23 Ayat (5) Tahun 
1945 telah ditetapkan bahwa untuk pemeriksaan tanggungjawab yang berhubungan 
dengan keuangan negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan dimana 
peraturannya ditetapkan dengan undang-undang. Kemudian hasil pemeriksaan 
keuangan tersebut disampaikan kepada DPR. 
3. Landasan Filosofis Keberadaan BPK 
Cikal bakal ide pembentukan badan pemeriksa keuangan berasal dari Raad 
van Rekenkamer pada zaman hindia belanda.8 Kemudian beberapa negara lain telah 
mempraktekkannya dengan mengadakan lembaga yang menjalankan fungsi 
pemeriksaan terhadap keuangan atau sebagai eksternal auditor terhadap kinerja 
keuangan pemerintah. Selain keberadaan lembaga pemeriksa keuangan juga terdapat 
                                                          
7 Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, “Sejarah Singkat BPK”, Situs Resmi BPK. 
http://www.bpk.go.id/page/sejarah (12 Juni 2017), pukul 10:58 
8 Ni,matul Huda, Hukum Tata Negara Indnesia Edisi Revisi, h. 225. 
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pula lembaga konstitusional yang disebut Yuan pengawas keuangan sebagai salah 
satu pilar kelembagaan negara yang dianggap penting.9 
Kaitannya dengan keberadaan Badan pemeriksa keuangan di Negara Kesatuan 
Republik Indonesia yang saat ini masih tetap eksis menjalankan fungsinya sebagai 
lembaga eksternal yang bebas melakukan pemeriksaan terhadap kinerja pengelolaan 
dan tanggungjawab keuangan negara, karena fungsi lembaga tersebut sangat 
dibutuhkan dalam menjaga stabilitas penggunaan anggaran pemerintahan dan 
menjaga keutuhan keuangan negara. Selain itu, lembaga ini memiliki kinerja yang 
sangat erat kaitannya dengan parlemen atau dalam hal ini Dewan Perwakialan Rakyat 
yang disingkat DPR. 
Undag-Undang Dasar 1945 menganut sistem pembagian kekuasaan, menurut 
pasal 1 ayat 2; ”kedaualatan adalah ditangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh 
Majelis Permusyawaratan Rakyat”. Kekuasaan Negara yang tertinggi di tangan 
majelis permusyawaratan rakyat. ”Kedaulatan rakyat dipengang oleh suatau badan 
bernama majelsi permusyawaratan rakyat”, sebagai penjelmaan seluruh rakyat 
Indonesia. Majelis ini menetapkan Undag-Undang Dasar dan menetapkan Garis-Garis 
Besar Haluan Negara. 
Berhung anggota majelis ini banyak, sehingga tidak mungkin jika setiap saat 
harus mengadakan sidang-sidang, dengan demikian ia tidak mungkin dapat 
menjalankan kekuasaannya secara nyata. Oleh kerenanya kekuasaan yang ada 
                                                          
9 Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, “Sejarah Singkat BPK”, Situs Resmi BPK. 
http://www.bpk.go.id/page/sejarah (12 Juni 2017), pukul 10:58 
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padanya didistribusikan kepada lemabaga-lembaga tinggi Negara yaitu kepada 
presiden, dewan perwakilan rakyat, dewan pertimbangan agung, mahkama agung, 
dan badan pemeriksa keuangan. 
Dalam hubungannya untuk mencapai tujuan Negara, maka penggunaan 
keuangan negara perlu diadakan pengawasan. 
“Oleh sebab itu undang undang nomor 5 tahun 1973 LN. Nomor 37 tahun 1973 
yang disahkan dan diundangkan di Jakarta dan mulai berlaku pada tangga 16 
juli 1973, sebagai dasar hukm badan pemeriksa keuangan. Badan pemeriksa 
keuangan adalah lembaga tinggi Negara yang dalam melaksanakan tugasnya 
terlepas dari pengaruh dan keuasaan pemerintah, akan tetapi tidak berdiri 
diatas pemerintah”.10 
Badan pemeriksa keuangan memiliki fungsi yang sama dengan sebahagian 
fungsi yang dimiliki DPR. Dimana DPR atau dengan kata lain legislative memeliki 
kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja dan pengelolaan 
tanggungjawab terhadap penggunaan anggaran yang di berikan untuk di kelola oleh 
pemerintah. Begitupun badan pemeriksa keuangan mengawasi dan memeriksa kinerja 
pengelolaan tangggungjawab keuangan negara yang diberikan oleh DPR untuk 
dikelola pemerintah. Oleh Karen itu, kedudukan kelembagaan badan pemeriksa 
keungan ini sesungguhnya berada atau bisa dikata sebagai fungsi terselubung dalam 
rana kekuasaan legislative. Karenanya, sehingga laporan hasil pemeriksaan yang di 
                                                          
10 H. Abu Daud Busroh, Capita Selecta Hukum Tata Negara, h. 53. 
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lakukan oleh lembaga tersebut harus disampaikan kepada DPR untuk di tindak lanjuti 
sebagaimana mestiya.11 
Dalam pelaksanaan tugasnya, Badan Periksa Keuangan pada pokoknya adalah 
partner atau mitra DPR dalam menjalankan fungsi pengawasan (control) terhadap 
kinerja pemerintah, serta mengawasi anggaran pendapatan belanja negara. Hasil-hasil 
pemeriksaan keuangan yang telah dilakukan kemudian diberitahukan atau 
disampaikan kepada DPR untuk di tindak lanjuti sebagaimana mestinya.12 
4. Landasan Yuridis Keberadaan BPK 
Keuangan negara adalah salah satu unsur pokok dalam penyelenggaraan 
pemerintahan negara dan mempunyai manfaat yang sangat penting dan termasuk 
dalam unsur penggerak roda pemerintahan untuk mencapai tujuan bernegara. 
Karenanya untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan negara, 
keuangan negara wajib dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-
undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan 
memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Untuk mendorong pengelolaan dan 
tanggungjawab keungan negara agar berjalan normal maka perlu adanya dari lembaga 
pemeriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara yang bebas, mandiri, 
dan profesional untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, 
kolusi, dan nepotisme. 
                                                          
11 Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme (n.p., t.th) h. 153 
12 Rini Wulandari, “Badan Pemeriksa Keuangan dalam Kajian Ketetanegaraan Islam’, Skripsi 
(Jakarta: Fak. Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2008), h. 1. 
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Pada dasarnya, badan pemeriksa keuangan merupakan lembaga tinggi negara 
yang memiliki kekuatan hokum secara konstitusional. badan pemeriksa keuangan 
diatur secara khusus dalam Pasal 23 ayat (5) UUD Tahun 1945 menetapkan bahwa 
untuk memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab tentang keuangan negara diadakan 
suatu Badan Pemeriksa Keuangan yang peraturannya ditetapkan dengan Undang-
Undang. Hasil pemeriksaan itu disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.13 
Berdasarkan amanat UUD Tahun 1945 ini sehingga dikeluarkanlah surat 
penetapan pemerintah dengan No.11/OEM tanggal 28 Desember 194614 tentang 
pembentukan Badan Pemeriksa Keuangan yang kemudian pada tanggal 1 Januari 
1947, badan pemeriksa keuangan dengan suratnya yang dikeluarkan pada tanggal 12 
April 1947 No.94-1 telah mengumumkan kepada semua instansi di Wilayah Republik 
Indonesia mengenai tugas dan kewajibannya memeriksa tentang tanggungjawab 
keuangan negara.15 Pada saat itu untuk sementara masih menggunakan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku bagi pelaksanaan tugas Algemene Rekenkamer 
(Badan Pemeriksa Keuangan Hindia Belanda), yaitu ICW dan IAR”. 
Presiden Soekarno pada tanggal 23 Agustus 1965 menetapkan Perpu No. 6 
tahun 1964 menjadi undang-undang No. 17 tahun 1965 yang isinya presiden sebagai 
                                                          
13 Lihat dalam naskah asli Undang-Undang Dasa Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 
1945, bab VIII tentang hal keuangan. 
14 Sumber dari website resmi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yakni, 
http://www.bpk.go.id/page/sejarah (12 Juni 2017), pukul 10:58 
15 Sumber dari website resmi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yakni, 
http://www.bpk.go.id/page/sejarah (12 Juni 2017), pukul 10:58 
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pemimpin besar revolusi memegang kekuasaan pemeriksaan, pengawasan, dan 
penelitian tertinggi atas penguasaan dan pengurusan keuangan negara. Dalam 
pelaksanaan sehari-harinya, kekuasaan tersebut dilakukan atas nama dan untuk beliau 
oleh BPK. UU No. 17 tahun 1965.16 
Kemudian pasca amandemen, Badan Pemeriksa Keuangan diatur dalam bab 
tersendiri (Bab VIIIA), yang sebelumnya merupakan bagian dari Bab VIII tentang 
Hal Keuangan, hal terseut dimaksudkan untuk memberi dasar hukum yang lebih kuat 
serta pengaturan lebih rinci mengenai BPK yang bebas dan mandiri serta sebagai 
lembaga negara dengan fungsi memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan 
negara. Dengan adanya ketentuan mengenai hal ini di dalam UUD 1945, diharapkan 
pemeriksaan terhadap pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara di lakukan 
secara optimal.  
Bab VIIIA, UUD 1945 secara utuh mengatur tentang pemeriksaan 
pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara, dipisahkan dari bab tentang hal 
keungan setelah UUD 1945 menagalami tiga kali perubahan dari yang sebelumnya 
hanya diatur dalam satu ayat, yaitu ayat 5. Bab VIIIA memuat tiga poin penting 
sebagai berikut: 
Pasal 23E; 
1) Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab tentang keuangan Negara 
diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri. 
                                                          
16 Ikhwan Fahrojih, Pengawasan Keuangan Negara Pemeriksaan Keuangan Negara Melalui 
Auditor Internal dan Eksternal Serta DPR (Malang: Intrans Publishing, 2016), h. xiii 
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2) Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, 
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan 
kewenangannya. 
3) Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/ atau 
badan yang berwenang sesuai dengan undang-undang. 
Pada Pasal 23F; Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan 
Rakyat dan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan 
oleh Presiden. 
1) Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan dipilih dari dan oleh anggota. 
Pasal 23G menentukan bahwa; 
1) Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di ibukota Negara, dan memiliki 
perwakilan disetiap provinsi. 
2) ketentuan lebih lanjut mengenai BPK, diatur dengan undang-undang.17 
Sesuai dengan perintah pasal 23G ayat 2 UUD 1945 di atas, maka 
dikeluarkanlah peraturan yang dituangkan dalam bentuk Undang-Undang nomor 15 
tahun 2004 tentang pemeriksaan atas tanggungjawab keuangan Negara dan Undang-
Undang Republik Indonesia No. 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. 
Dua peraturan perundang-undangan tersebut bermuara pada penguatan keberadaan 
Badan Pemeriksa Keuangan. Selain itu, Badan Pemeriksa Keuangan pun mendapat 
                                                          
17 Lihat naskah UUD-NKRI tahun 1945 setelah perubahan ke empat, untuk memperjelas 
dalam buku saku Majelis Permusyawartan Rakyat halaman 145, yang biasa dibagikan ketika 
mengadakan sosialisasi empat pilar secara gratis. 
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perintah dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 Tentang 
Keuangan Negara dan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2004 
Tentang Perbendaharaan Negara. 
Dalam hal kaitannya dengan pemeriksaan dana desa yang bersumber dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), bab delapan menagatur mengenai 
keuangan desa dan aset desa, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 
2014 tentang desa, bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang 
dapat dinilia denga uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang 
berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Hak dan kewajiban 
sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, 
dan pengelolaan keuangan desa. Dari tujuh poin disebutkan mengenai sumber 
pendapatan desa satu diantaranya adalah alokasi anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara.18 
Pada peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 60 tahun 2014 tentang 
dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, disebutkan 
bahwa: 
1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa kepada 
bupati/walikota setiap semester. 
2) Peenyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagai mana dimaksud 
pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan: 
                                                          
18 Lihat pasal 71 dan Pasal 72 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 
Tentang Desa. 
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a. Semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan;dan 
b. Semester II paling lambat miggu keempat bulan Januari tahun anggaran 
berikutnya. 
3) Bupati/walikota menyampaiakan laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi 
penggunan Dana Desa kepada Mentri dengan tembusan mentri yang menangani 
Desa, mentri teknis/pimpinan lembaga pemerintah nonkementrian terkait, dan 
gubernur paling lambat minggu keempat bulan Maret tahun anggaran berikutnya. 
4) Penyampaiaan laporan konsolodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
dilakukan setiap tahun.19  
B. Keuangan Negara dan Penetapan APBN dan APBD 
1. Pengertian dan teori keuangan negara 
Keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai 
dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang 
dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban 
tersebut20. Undang-undang tersebut merupakan dasar hukum keuangan negara yang 
diperuntukkan untuk mengelola keuangan negara agar dapat tercapai tujuan negara.21 
Keuangan negara terdapat banyak versi, tergantung dari aksentuasi terhadap suatu 
                                                          
19 Baca peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 60 tahun 2014 tentang dana desa yang 
bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, pasal 24. 
20 Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. 
21 Muhammad Djafar Saidi, Hukum Keuangan Negara, (Ed. Revisi, Jakarta: Rajawali Pers, 
2011), hal.  3-6.   
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pokok persoalan dalam pemberian definisi dari para ahli di bidang keuangan negara. 
Berikut akan ditunjukkan beberapa pengertian dari keuangan negara. 
1. Menurut M. Ichwan 
Keuangan negara adalah rencana kegiatan secara kuantitatif (dengan angka-angka 
di antaranya diwujudkan dalam jumlah mata uang), yang akan dijalankan untuk 
masa mendatang, lazimnya satu tahun mendatang. 
2. Menurut Geodhart 
Keuangan negara meruapakan keseluruhan undang-undang yang ditetapkan secara 
periodik yang memberikan kekuasaan kepada pemerintah untuk melaksanakan 
pengeluaran mengenai periode tertentu dan menunjukkan alat pembiayaan yang di 
perlukan untuk menutup pengeluaran tersebut. 
Unsur-unsur keuangan negara menurut Geodhart meliputi 
a. Peridik, 
b. Pemerintah sebagai pelaksana anggaran, 
c. Pelaksanaan anggaran mencakup dua wewenang, yaitu wewenang pengeluaran 
dan wewenang untuk menggali sumber-sumber pembiayaan untuk menutup 
pengeluaran-pengeluaran yang bersangkutan, dan 
d. Bentuk anggaran negara adalah berupa suatu undang-undang. 
3. Menurut Jhon F. Due 
Budget adalah suatu rencana keuangan untuk suatu periode waktu tertentu. 
Government Budget (anggaran belanja pemerintah) adalah suatu pernyataan 
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mengenai pengeluaran atau benajda yang disusulkan dan penerimaan untuk masa 
mendatang bersama dengan data pengeluaran dan penerimaan sebenarnya untuk 
periode mendatang dan periode telah lampau. 
Unsur-unsur penerimaan Jhon F. Due menyangkut hal-hal berikut. 
a. Anggaran belanja yang memuat data keuangan mengenai pengeluaran dan 
penerimaan dari tahun-tahun yang sudah lalu; 
b. Jumlah yang diusulkan untuk tahun yang akan dating; 
c. Rencakan keuangan tersebut unutk suatu periode tertentu. 
4. Menurut van der Kemp 
Keuangan negara adalah semua hak yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula 
segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara 
berhubungan dengan hak-hak tersebut22. 
Pengertian keuangan negara menurut Jhon F. Due di atas, timbul kesan bahwa 
Jhon F. Due menyamakan pengertian keuangan negara dengan anggaran (bundget). 
Ditinjau dari kedudukan anggaran negara dalam penyelnggaraan negara hal itu dapat 
dimengerti, tetapi apa bila dikaitkan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara (APBN), Muchsan lebih memperjelas antara keduanya. Muchsan dalam buku 
W. Riawan Tjandra dikutip bahwa anggaran negara merupakan inti dari keungan 
negara, sebab anggaran negara merupakan alat penggerak untuk melaksanakan 
                                                          
22 W. Riawan Tjandra, Hukumu Keuangan Negara, (Jakarta: Rajawali Pers, t.th), hal.  1-2.   
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penggunaan keuangan negara23. Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 
2003 tentang keuangan negara dinyatakan bahwa pendekatan yang digunakan dalam 
merumuskan keuangan negara adalah dari sisi objek, subjek, proses, dan tujuan. 
Dari sisi obyek yang dimaksud dengan Keuangan Negara meliputi semua hak 
dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan 
kegiatan dalam bidang fiskal, moneter dan pengelolaan kekayaan negara yang 
dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang, maupun berupa barang yang dapat 
dijadikan milik negara berhubung dengan  pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. 
Dari sisi subyek yang dimaksud dengan Keuangan Negara meliputi seluruh obyek 
sebagaimana tersebut di atas yang dimiliki negara, dan/atau dikuasai oleh Pemerintah 
Pusat, Pemerintah Daerah, Perusahaan Negara/Daerah, dan badan lain yang ada 
kaitannya dengan keuangan negara. Dari sisi proses, Keuangan Negara mencakup 
seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan obyek sebagaimana 
tersebut di atas mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai 
dengan pertanggunggjawaban. Dari sisi tujuan, Keuangan Negara meliputi seluruh 
kebijakan, kegiatan dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan/atau 
penguasaan obyek sebagaimana tersebut di atas dalam rangka penyelenggaraan 
pemerintahan negara. Bidang pengelolaan keuangan negara yang demikian luas dapat 
dikelompokkan dalam sub bidang pengelolaan fiskal, sub bidang pengelolaan 
moneter, dan sub bidang pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan.   
                                                          
23 W. Riawan Tjandra, Hukumu Keuangan Negara, h. 3 
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2. Asas-asas umum pengelolaan keuangan negara  
Dalam rangka mendukung terwujudnya good governance  dalam 
penyelenggaraan negara,  pengelolaan  keuangan  negara perlu diselenggarakan 
secara profesional, terbuka,  dan bertanggung jawab sesuai dengan aturan pokok yang 
telah ditetapkan dalam UndangUndang Dasar. Sesuai dengan amanat Pasal 23C 
Undang-Undang Dasar 1945, Undangundang tentang Keuangan Negara perlu 
menjabarkan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 
tersebut ke dalam asas-asas umum yang meliputi baik asasasas yang telah lama 
dikenal dalam pengelolaan keuangan negara, seperti asas tahunan, asas universalitas, 
asas kesatuan, dan asas spesialitas maupun asas-asas baru sebagai pencerminan best 
practices (penerapan kaidah-kaidah yang baik) dalam pengelolaan keuangan negara, 
antara lain: akuntabilitas berorientasi pada hasil; profesionalitas; proporsionalitas; 
keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara; pemeriksaan keuangan oleh badan 
pemeriksa yang bebas dan mandiri. 
Asas-asas umum tersebut diperlukan pula guna menjamin terselenggaranya 
prinsip-prinsip pemerintahan daerah sebagaimana yang telah dirumuskan dalam Bab 
VI Undang-Undang Dasar 1945. Dengan dianutnya asas-asas umum tersebut di 
dalam Undang-undang tentang Keuangan Negara, pelaksanaan Undang-undang ini 
selain menjadi acuan dalam reformasi manajemen keuangan negara, sekaligus 
dimaksudkan untuk memperkokoh landasan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi 
daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia.   
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3. Kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara  
Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan 
keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. Kekuasaan tersebut 
meliputi kewenangan yang bersifat umum dan kewenangan yang bersifat khusus. 
Untuk membantu Presiden dalam penyelenggaraan kekuasaan dimaksud, sebagian 
dari kekuasaan tersebut dikuasakan kepada Menteri Keuangan selaku Pengelola 
Fiskal dan Wakil Pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan, 
serta kepada Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna 
Barang kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya. Menteri Keuangan sebagai 
pembantu Presiden dalam bidang keuangan pada hakekatnya adalah Chief Financial 
Officer (CFO) Pemerintah Republik Indonesia, sementara  setiap menteri/pimpinan 
lembaga pada hakekatnya adalah  Chief Operational Officer (COO) untuk suatu 
bidang tertentu pemerintahan. Prinsip ini perlu dilaksanakan secara konsisten agar 
terdapat kejelasan dalam pembagian wewenang dan tanggung jawab, terlaksananya 
mekanisme checks and balances serta untuk mendorong upaya peningkatan 
profesionalisme dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan. 
Sub bidang pengelolaan fiskal meliputi fungsi-fungsi pengelolaan kebijakan 
fiskal dan kerangka ekonomi makro, penganggaran, administrasi perpajakan, 
administrasi kepabeanan, perbendaharaan, dan pengawasan keuangan.  
Sesuai dengan asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan negara 
sebagian kekuasaan Presiden tersebut diserahkan kepada Gubernur/ Bupati/Walikota 
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selaku pengelola keuangan daerah. Demikian pula untuk mencapai kestabilan nilai 
rupiah tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter serta mengatur dan 
menjaga kelancaran sistem pembayaran dilakukan oleh bank sentral.  
4. Penyusunan dan penetapan APBN dan APBD  
  Ketentuan mengenai penyusunan dan penetapan APBN/APBD dalam undang- 
undang ini meliputi penegasan tujuan dan fungsi penganggaran pemerintah, 
penegasan peran DPR/DPRD dan pemerintah dalam proses penyusunan dan 
penetapan anggaran, pengintegrasian sistem akuntabilitas kinerja dalam sistem 
penganggaran, penyempurnaan klasifikasi anggaran, penyatuan anggaran, dan 
penggunaan kerangka pengeluaran jangka menengah dalam penyusunan anggaran.  
Anggaran adalah alat akuntabilitas, manajemen, dan kebijakan ekonomi. Sebagai 
instrumen kebijakan ekonomi anggaran berfungsi untuk mewujudkan pertumbuhan 
dan stabilitas perekonomian serta pemerataan pendapatan dalam rangka mencapai 
tujuan bernegara. Dalam upaya untuk meluruskan kembali tujuan dan fungsi 
anggaran tersebut perlu dilakukan pengaturan secara jelas peran DPR/DPRD dan 
pemerintah dalam proses penyusunan dan penetapan anggaran sebagai penjabaran 
aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sehubungan 
dengan itu, dalam undang-undang ini disebutkan bahwa belanja negara/belanja 
daerah dirinci  sampai  dengan  unit  organisasi, fungsi, program, kegiatan,  dan jenis 
belanja. Hal tersebut berarti bahwa setiap pergeseran anggaran antarunit organisasi, 
antarkegiatan, dan antarjenis belanja harus mendapat persetujuan DPR/DPRD. 
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C. Pengertian dan Penyaluran serta Pelaporan Dana Desa 
1. Pengertian dan sejarah desa di Indonesia 
Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, 
selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas 
wilayah dan berwenang untuk mengatur, mengurus urusan pemerintahan, 
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masysarakat, hak asal-usul 
dan/ atau hak tradisional yang diakui dan di hormati dalam system pemerintahan 
negara kesatuan republik Indonesia. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan 
kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan kesatuan republic 
Indonesia, di pimpin oleh kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu 
perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.  
Dalam perkembangannya telah ditetapkan beberapa pengaturan tentang desa, 
yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang pokok pemerintahan daerah, 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah, 
Undang-Undang Nomor 1965 Tahun 1965 tentang desa praja sebagai bentuk 
peralihan untuk mempercepat terwujudnya daerah tingkat III di seluruh wilayah 
republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok 
pemerintahan di daerah, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang tentang 
pemerintahan desa, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan 
daerah, dan terakhir Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan 
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daerah. Namun, dalam pelaksanaannya pengaturan mengenai desa tersebut belum 
dapat sepenuhnya mewadahi segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa. 
Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa ini 
merupakan penegasan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan 
pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat 
didasarkan atas pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945, asas negara kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Lebih 
lengkap UU ini berisi materi mengenai kedudukan dan jenis desa, penataan desa, 
kewenangan desa, penyelenggaraan pemerintahan desa, hak dan kewajian desa dan 
masyarakat desa, peraturan desa, keuangan dan aset desa, pembangunan desa dan 
pembangunan kawasan perdesaan, serta peraturan lain yang terkait, yang disesuaikan 
dengan kondisi dan kebutuhan saat ini. 
2. Keuangan desa 
Mengenai keuangan atau dana desa adalah semua hak dan kewajiban desa 
yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang 
berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Dimaksud hak dan 
kewajiban yakni menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan 
keuangan desa. Menurut pasal 72 ayat 1 UU No. 6 tahun 2014 tentang desa, 
pendapatan desa bersumber dari: 
a. Pendapatan asli desa terdiri atas ahasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisivasi, 
gotongroyong dan lain-lain pedapatan asli desa. 
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b. Alokasi anggaran pendapatan dan belanja Negara. 
c. Bagian dari hasil pajak negara dan retribusi daerah kabupaten/kota. 
d. Alokasi desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima 
kabupaten kota. 
e. Bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan 
anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota. 
f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ke tiga dan 
g. Lain-lain pendapatan desa yang sah. 
Dana desa yang bersumber dari APBN tersebut disalurkan melalui Satuan 
Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kabupaten atau kota.24 
3. Mekanisme penyaluran dana desa 
Dana desa disalurkan oleh pemerintah kepada kabupaten/kota dengan cara 
pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas 
Umum Daerah (RKUD). Kemudian disalurkan oleh kabupaten/kota kepada desa 
dengan cara pemindah bukuan dari RKUD ke Rekening Kas Desa (RKD). Penyaluran 
dana desa sebagaimana di maksud dalam pasal dilakukan dengan cara bertahap pada 
tahun anggaran berjalan dengan ketentuan: Tahap I pada bulan April sebesar 40% 
(empat puluh perseratus), tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh 
perseratus), dan tahap II pada bulan November 20% (dua puluh perseratus). 
                                                          
24 Pasal 90 ayat 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. 
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Penyaluran dana desa setiap tahap sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat 
2 dilakukan paling lampbat pada minggu ke dua. Penyaliran dana desa setiap tahap 
sebagaimana  dimaksud dalampasal 15 ayat 4 dilakukan paling lambat 7 hari kerja 
setelah diterima di kas daerah. Pada pasal 17 ayat 1 penayaluran dana desa dari 
RKUN ke RKUD dilakukan dengan syarat: a. peraturan bupati/walikota mengenai 
tata cara pembagian dan penetapan besaran dana desa sebagaimana di maksud dalam 
pasal 12 ayat 8 telah disampikan kepada menteri, b. APBD telah ditetapkan. Ayat 2 
penyaluran dana desa dari RKUD ke Rekening kas Desa dilakukan setelah APB Desa 
setelah APB Desa ditetapkan. Ayat 3 dalam hal APBD sebagaimana di maksud pada 
ayat 1 huruf b belum ditetapkan, penyaluran dana desa dilakukan setelah ditetapkan 
dengan peraturan bupati/walikota.25 
4. Alur pelaporan anggaran dana desa yang bersumber dari APBN 
Alokasi anggaran dana desa yang bersumber dari APBN, karena diangarakan 
oleh pemerintah pusat sehingga alur pelaporan realisasi penggunaan anggaran dana 
desa tentunya melalui perantara kabupaten/kota kemudian disampaiakan kepada 
kementrian atau pemerintah pusat. Untuk memperjelas bagaimana leka-liku alur 
pelaporan realisasi angaran dana desa ini maka dibuatkan dalam bentuk bagang. 
                                                          
25 Lihat Bab 4 Tentang Penyaluran Dana Desa, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 
Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja 
Negara. 
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Keterangan:  
 Kepala desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana desa kepada 
bupati/walikota setiap semester tahun berjalan, yaitu semester pertama paling 
lambat akhir bulan Juli tahun anggaran berjalan dan semester kedua paling lambat 
akhir bulan Januari tahun anggaran berikutnya, serta setiap akhir tahun anggaran. 
 Bupati/walikota menyampaikan lapoaran realisasi penyaluran dan konsolidasi 
penggunaan dana desa kepada menteri dengan tembusan: (1) menteri yang 
menangani desa; (2) menteri teknik/pimpinan lemabaga pemerintah 
nonkementerian terkait; dan (3) gubernur, paling lama akhir bulan maret tahun 
anggaran berikutnya, setiap tahunnya.26 
 
 
                                                          
26 Tim Visi Yustisia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan 
Terkait (Jakarta Selatan: Visimedia, 2015), h. 22 
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D. Teori Kewenangan 
Menurut S.F Marbun wewenang mengandung arti kemampuan untuk 
melakukan suatu tindakan publik, atau secara yuridis adalah kemampuan bertindak 
yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan hukum 
dengan demikian wewenang pemerintah memiliki sifat-sifat antara lain: 
1. Express implied 
2. Jelas maksud dan tujuannya 
3. Terikat pada waktu tertentu 
4. Tunduk pada batasan-batasan hukum tertulis dan tidak tertulis 
5. Isi wewenang dapat bersifat umum (Abstrak) dan konkrit.27 
F.A.M Stroink dan J.G.Steenbeek menyebutkan sebagai konsep inti dalam hukum 
tata negara dan hukum administrasi negara. 
Menurut Philipus M. Hadjo bahwa yang dimaksud dengan wewenang adalah 
kekuasaan hukum, jadi dalam konseb hukum public, wewenang berkaitan dengan 
kekuasaan. Berkaitan dengan kekuasaan hukum ada dua hal yang perlu 
dideskripsikan, yakni berkaitan dengan keabsahan (sahnya) tindakan pemerintah dan 
kekuasaan hukum dimana kedua hal tersebut saling memiliki keterkaitan. Satu 
tindakan pemerintahan sah bilamana dapat diterima sebagai suatu bagian dari 
                                                          
27 Andi Safriani, Hukum Administrasi Negara (Makassar: Alauddin University Press, 2013), 
h. 190. 
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ketertiban hukum, dan suatu tindakan pemerinatahan mempunyai kuasaan hokum 
bilamana dapat mempengaruhi pergaualan hokum. 
Ferrazi mendefinisikan kewenangan adalah, “hak untuk menjalankan satu atau 
lebih fungsi manajemen yang meliputi pengaturan atau regulasi dan standarisasi, 
pengurusan atau administrasi serta pengawasan atau supervisi atas suatu urusan 
tertentu”. Dalam kaitannya dengan kewenangan pemerintahan, Tonner berpendapat: 
“kewenangan pemerintah dianggap sebagai kemampuan untuk melaksanakan hukum 
positif dan dengan begitu dapat diciptakan hubungan hukum antara pemerintah 
dengan warganegara”28 
H.D. Stout dengan mengutuip pendapat Verhey mengemukakan bahwa het 
beginsel van wetmatigheid van bestuur mengandung tiga aspek, yakni aspek nagatif 
(het negatieve aspect), aspek formal-positif (het formeel-positieve aspect), dan aspek 
materiil-positif (het materieel-positieve aspect). Aspek negatif menentukan bahwa 
tindakan pemerintah tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Tindakan 
pemerintah adalah tidak sah jika bertentangan dengan peraturan perundang-undangan 
yang lebih tinggi. Aspek formal-positif menentukan bahwa pemerintah hanya 
memiliki kewenangan tertentu sepanjang diberikan atau berdasarkan undang-undang. 
Aspek materil-positif menentukan bahwa undang-undang memuat aturan umum yang 
mengikat tindakan pemerintah. Hal ini berarti bahwa kewenangan itu harus memiliki 
                                                          
28 Andi Safriani, Hukum Administrasi, h. 191-192 
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dasar perundang-undangan dan juga bahwa kewenangan itu isinya ditentukan 
normanya oleh undang-undang.29 
Secara teoritik, kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-
undangan di peroleh melalui tiga cara yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Lebih 
lanjut disebutkan bahwa legislator yang kompeten untuk memberikan atribusi 
wewenang pemerintahan itu dibedakan menajdi: 
a. Yang berkedudukan sebagai original legislator; di negara kita ditingkat pusat 
adalah MPR sebagai pembentuk konstitusi dan DPR bersama-sama pemerintah 
sebagai yang melahirkan suatu undang-undang, dan di tingkat daerah adalah 
DPRD dan pemerintah daerah yang melahirkan peraturan daerah. 
b. Yang bertindak sebagai delegated legislator; seperti presiden yang berdasar pada 
suatu ketentuan undang-undang mengeluarkan peraturan pemerintah dimana 
diciptakan wewenang-wewenang pemerintahan kepada badan atau jabatan tata 
usaha tertentu.30 
Menurut H.D. van Wijk/Willem Konijnenbelt kewenangan yang bersumber 
dari peraturan perundang-undangan tersebut diperoleh melalui tiga cara yaitu: atribusi 
(attribute), delegasi (delegatie), dan mandat (mandaat). 
1. Atribusi adalah wewenang pemerintah oleh pembuat undang-undang kepada organ 
pemerintahan. 
                                                          
29 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, h. 92. 
30 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, h. 101. 
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2. Delegasi adalah pelimbahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintah 
kepada organ pemerintah lainnya. 
3. Mandate adalah terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya 
dijalankan oleh organ lain atas namanya.31 
                                                          
31 Andi Safriani, Hukum Administrasi, h. 196. 
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BAB III 
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN KEWENANGAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN 
A. Kedudukan dan Tugas Badan Pemeriksa Keuangan 
Badan Pemeriksa Keuangan adalah lembaga yang independesinya terjaga 
dalam memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara, serta merupakan 
lembaga tinggi negara yang dalam pelaksanaan tugasnya terlepas dari pengaruh dan 
kekuasaan pemerintah, akan tetapi tidak berdiri di atas pemerintah. Badan Pemeriksa 
Keuangan berkedudukan di ibukota negara dan memiliki perwakilan disetiap provinsi.1 
Untuk mempertegas bahwa kedudukan BPK memiliki kekuatan hukum secara 
“…tertulis…”2 dalam bab II undang-undang nomor 15 tahun 2006 tentang Badan 
Pemeriksa Keuangan, pasal 3 ayat 1 bahwa BPK berkedudukan di ibukota negara 
sedangkan pada pasal yang sama ayat 2 menjelsakan BPK memiliki perwakilan di 
setiap provinsi. 
Tugas pokok Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia adalah untuk 
memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan Negara. Menurut pasal 2 ayat 2 
Undang-Undang No. 5 Tahun 1973 dinyatakan bahwa Badan Pemerisa Keuangan 
bertugas untuk memeriksa semua pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja 
                                                          
1 Lihat pasal 23G Undang-Undang Dasar 1945 
2 Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid 1, (Jakarta: Sekretarin Jnederal 
Makama Konstitusi RI, 2006), h.202. Menurut Jimly Asshiddiqie, peraturan perundang-undangan adalah 
peraturan tertulis yang berisi norma-norma hokum mengikat untuk umum, baik ditetapkan oleh legislator 
maupun ditetapkan oleh regulator atau lembaga-lembaga pelaksana Undang-Undang yang mendapat 
kewenangan delegasi dari UU untuk menetapkan peraturan-peraturan tertentu menurut peraturan yang 
berlaku. 
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negara. Hal tersebut di pertegas oleh ketua Badan Pemeriksa Keuangan M. Yusuf, dalam 
koran harian kompas tanggal 30 November 1984 yang menyatakan bahwa; 
 “…tugas Bapeka adalah memeriksa keuangan semua kegiatan yang 
menggunakan keuangan Negara … semua perusahaan yang menggunakan 
keuangan Negara pasti di periksa Bapeka”.3 
 
Badan Pemeriksa Keuangan dalam naskah asli sebelum amandement UUD 
1945 mempunyai kedudukan penting. Lembaga ini diatur dalam pasal 23 ayat UUD 
1945; untuk memeriksa tanggungjawab tentang keuangan Negara diadakan suatu 
badan pemeriksa keungan yang peraturannya ditetapkan dengan undang-undang. Hasil 
pemeriksaan itu diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Pasal 2 ayat 4 UU 
No. 5 tahun 1973 di pertegas bahwa hasil pemeriksa tanggungjawab tentang keuangan 
Negara di beritahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Hal ini juga ditegaskan 
dalam pasal 10 ayat 3 Ketetapan MPR No. III/MPR/1978, tentang kedudukan dan 
hubungan Tata Kerja Lembaga Tertinggi Negara/atau Antara Lembaga-Lembaga 
Tinggi Negara. 
Tugas Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia aladah memeriksa 
pengelolaan dan tanggungjawab keuangan Negara, maka dengan demikian dalam 
menjalankan kewajibannya badan pemeriksa keuangan harus berdasarkan Undang-
Undang perbendaharaan Negara Indonesia.4 Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 15 tahun 2006 secara terpisah, pada BAB III bagian kesatu dan kedua dijelaskan 
                                                          
3 Abu Daud Busroh, Capita Selecta Hukum Tata Negara, h. 53 
4 Abu Daud Busroh, Capita Selecta Hukum Tata Negara, h. 54. 
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tugas BPK menurut UU tersebut masuk dalam bagian kesatu, isinya antara lain adalah 
sebagai berikut. 
Pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan yang dilakukan oleh 
BPK terbatas pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Bank Indonesia, Lembaga 
Negara lainnya, BUMN, Badan Layanan Umum, BUMD, dan semua lembaga lainnya 
yang mengelola keuangan negara. Secara terpisah, pelaksanaan pemeriksaan BPK 
tersebut dilakukan pula atas dasar undang-undang tentang pemeriksaan pengelolaan 
dan tanggungjawab keuangan negara. Dimana dalam peraturan perundang-undangan 
disebutkan bahwa pemeriksaan yang dilakukan BPK tidak hanya terbatas pada 
pemeriksaan keuangan Negara, namun juga mencakup pemeriksaan kinerja, dan 
pemeriksaan dengan adanya maksud tertentu.5 Hasil pemeriksaan yang telah dilakukan 
oleh BPK harus dibahas sesuai dengan standar pemeriksaan keuangan negara yang 
berlaku. Hasil pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara 
diserahkan kepada DPD, DPR, dan DPRD. Kemudian, hasil pemeriksaan secara 
tertulis disampaukan pula kepada Presiden, Gubernur, dan Bupati/Walikota.6 
B. Wewenang Badan Pemeriksa Kuangan 
1. Penegertian wewenang 
Secara konseptual, istilah wewenang atau kewenangan sering disejajarkan 
dengan istilah “bevoegdheid” yang berarti wewenang atau berkuasa. Wewenang 
                                                          
5 Lihat Pasal 6 ayat 3 UU No. 15 tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan. 
6 Pasal 7 UU No. 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan. 
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merupakan bagian yang sangat penting dalam Hukum Tata Pemerintahan (Hukum 
Administrasi), karena pemerintahan baru dapat menjalankan fungsinya atas dasar 
wewenang yang diperolehnya. 
“Menurut Bagir Manan, wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan 
kekuasaan (macht). Kekuasaan menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak 
berbuat. Dalam hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban (rechten 
en plichten). Dalam kaitannya dengan otonomi daerah, hak mengandung 
pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri (selfregelen) dan mengelola sendiri 
(selfbesturen), sedangkan kewajiban secara horizontal berarti kekuasaan untuk 
menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya. Vertikal berarti 
kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan dalam satu tertib ikatan 
pemerintahan Negara secara keseluruhan. 
Dalam negara hukum, yang menempatkan asas legalitas sebagai sendi utama 
penyelenggaraan pemerintahan, wewenang pemerintahan(bestuursbevoegdheid) 
itu berasal dari peraturan perundang-undangan. R.J.H.M Huisman menayatakan 
pendapat berikut ini. 
Organ pemerintahan tidak dapat menganggap bahwa ia memmiliki sendiri 
wewenang pemerintahan. Kewenangan hanya diberikan oleh undang-undang. 
Pembuat undang-undang dapat memberikan wewenang pemerintahan tidak 
hanya kepada organ pemerintahan, tetapi juga terhadap para pegawai {misalnya 
inspektur pajak, inspektur lingkungan dan sebagainya} atau terhadap badan 
khusus {seperti dewan pemilihan umum, pengadilan khusus untuk perkara sewah 
tanah} atau bahkan terhadap badan hokum privat”.7 
 
Salah satu prinsip utama yang dijadikan sebagai dasar dalam setiap 
penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan disetiap negara hukum dalam 
melaksanakan wewenangnya harus berdasarkan atas undang-undang atau peraturan 
hukum yang berlaku (asas legalitas). Dengan katalain, setiap penyelenggaraan 
                                                          
7 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara (Ed Revisi, Cet. X; Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 
h. 100 
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pemerintahan dan kenegaraan harus memiliki legitimasi, yaitu kewenangan yang 
diberikan oleh undang-undang. 
2. Sumber dan cara memperoleh wewenang 
Sering dijumapi bahwa pilar utama yang dianut oleh sebuah negara hukum 
adalah asas legalitas. Berdasarkan prinsip ini tersirat bahwa wewenag pemerintahan itu 
berasal dari peraturan perundang-undangan. Secara tepritik, kewenangan yang 
bersumber dari pearturan perundang-undangan tersebut di peroleh melalui tiga cara 
yaitu atribusi, delegasi dan mandat. 
Dalam buku yang di tulis Ridwan HR, Indroharto menjelaskan bahwa pada 
atribusi terjadi pemeberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan 
dalam peraturan perundang-undangan. Disini dilahirkan atau diciptakan suatu 
wewenang baru. Pada delegasi terjadi pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh 
badan atau jabatan tata uasaha negara yang telah memperoleh wewenang pemerintahan 
secara atributif kepada badan atau jabatan tata uasaha negara lainnya. Suatu delegasi 
selalu di dahului oleh adanya suatu atribusi wewenang.8 Pada mandat tidak dibicarakan 
penyerahan wewenang, tidak pula pelimpahan wewenang. Dalam hal mandat tidak 
terjadi perubahan wewenang apapun (setidak-tidaknya dalam arti yuridis formal). 
Yang ada hanyalah hubungan internal, sebagai contoh mentri dengan pagawai, mentri 
mempunyai kewenangan dan melimpahkan kepada pegawai untuk mengambil 
keputusan tertentu atas nama mentri, sementara secara yuridis wewenang dan 
                                                          
8 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, h. 101. 
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tanggungjawab tetap berada pada organ kementrian. Pegawai memutuskan secara 
factual, mentri secara yuridis.9 
3. Kewenangan badan pemeriksa keuangan 
Seabagai lembaga negara yang terus eksis menjalankan tugas dan fungsinya, 
baik sebelum maupun sesudah perubahan UUD 1945 tercantol sebagai lembaga yang 
memiliki kewenangan dalam hal pengawasan keuangan negara adalah Badan 
Pemeriksa Keuangan. Bentuk kewenangan BPK adalah untuk mengawasi dan 
memeriksa pengelolaan keuangan negara dan daerah.10 Menurut Undang-Undang 
Nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, bahwa:  
pasal 9 
1. Dalam melaksanakan tugasnya, BPK berwenang: 
a. Menentukan objek pemeriksaan, merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan, 
menentukan waktu dan metode pemeriksaan serta menyusun dan menyajikan 
laporan pemeriksaan; 
b. Meminta keterangan dan/atau dokumen yang wajib diberikan oleh setiap orang, unit 
organisasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank 
Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik 
Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara; 
                                                          
9 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, h. 103. 
10 Abdul Rahman Kanang, “Kapita Selekta Hukum Tata Negara Kontemporer,” (Makassar: 
Alauddin University Press, 2013), h. 223. 
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c. Melakukan pemeriksaan di tempat penyimpanan uang dan barang milik negara, di 
tempat pelaksanaan kegiatan, pembukuan dan tata usaha keuangan negara, serta 
pemeriksaan terhadap perhitungan-perhitungan, surat-surat, bukti-bukti, rekening 
koran, pertanggungjawaban, dan daftar lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan 
keuangan negara; 
d. Menetapkan jenis dokumen, data, serta informasi mengenai pengelolaan dan 
tanggungjawab keuangan negara yang wajib disampaikan kepada BPK; 
e. Menetapkan standar pemeriksaan keuangan negara setelah konsultasi dengan 
Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah yang wajib digunakan dalam pemeriksaan 
pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara; 
f. Menetapkan kode etik pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan 
negara; 
g. Menggunakan tenaga ahli dan/atau tenaga pemeriksa di luar BPK yang bekerja 
untuk dan atas nama BPK; 
h. Membina jabatan fungsional Pemeriksa; 
i. Memberi pertimbangan atas Standar Akuntansi Pemerintahan; dan 
j. Memberi pertimbangan atas rancangan sistem pengendalian intern Pemerintah 
Pusat/Pemerintah Daerah sebelum ditetapkan oleh Pemerintah Pusat/Pemerintah 
Daerah. 
2. Dokumen, data, serta informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab 
keuangan negara yang diminta oleh BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
d hanya dipergunakan untuk pemeriksaan. 
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Pasal 10 
1. BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh 
perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh 
bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang 
menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara. 
2. Penilaian kerugian keuangan negara dan/atau penetapan pihak yang berkewajiban 
membayar ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan 
keputusan BPK. 
3. Untuk menjamin pelaksanaan pembayaran ganti kerugian, BPK berwenang 
memantau: 
a. Penyelesaian ganti kerugian negara/daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah 
terhadap pegawai negeri bukan bendahara dan pejabat lain; pelaksanaan pengenaan 
ganti kerugian negara/daerah kepada bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan 
lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara yang telah ditetapkan 
oleh BPK; dan 
b. Pelaksanaan pengenaan ganti kerugian negara/daerah yang ditetapkan berdasarkan 
putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. 
4. Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberitahukan secara tertulis 
kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya. 
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Pasal 11 
BPK dapat memberikan: 
a. Pendapat kepada DPR, DPD, DPRD, Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah, 
Lembaga Negara Lain, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan 
Umum, Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, dan lembaga atau badan lain, yang 
diperlukan karena sifat pekerjaannya; 
b. Pertimbangan atas penyelesaian kerugian negara/daerah yang ditetapkan oleh 
Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah; dan/atau 
c. Keterangan ahli dalam proses peradilan mengenai kerugian negara/daerah. 
Dalam kedudukannya yang semakin kuat dan kewenangannya yang makin 
besar pasca perubahan ketiga UUD 1945, fungsi Badan Pemeriksa Keuangan pada 
pokoknya terdiri atas fungsi operatif, yustisi, dan advisory. Bentuk pelaksanaan ketiga 
fungsi tersebut yakni: 
a. Fungsi operatif berupa pemeriksaan, pengawasan, dan peneyelidikan atas 
penguasaan, pengurusan dan pengelolaan nagara. 
b. Fungsi yudikatif berupa kewenangan menuntut perbendaharaan dan tuntutan ganti 
rugi terhadap bendaharawan dan pegawai negeri bukan bendahara yang karena 
perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang menimbulkan 
kerugian keuangan dan kekayaan negara. 
55 
 
 
 
c. Fungsi advisory yaitu memberikan pertimbangan kepada pemerintah mengenai 
pengurusan dan pengelolaan keuangan Negara.11 
C. Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan 
Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di ibukota negara sebagaimana 
dimaksud bab VIIIA pasal 23G Undang-Undang Dasar tahun 1945. Dalam pasal 
tersebut juga dijelsakan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan memiliki perwakilan 
disetiap provinsi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Secara 
kelembagaan, BPK merupakan satu lembaga negara yang menganut sistem 
pemerintahan bebas, mandiri dan kewenangannya diperoleh langsung dari Undang-
Undang Dasar. 
Dengan menganut perintah UUD 1945 dan demi kepentingan untuk 
pelaksanaan tugas Badan Pemeriksa Keuangan negara sehingga dibentuklah satu 
peraturan yang mengatur secara khusus yakni Undang-Undang Republik Indonesia 
nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Negara. Pasal 3 ayat 2 
Undang-Undang No. 15 Tahun 2006 tersebut ditegaskan bahwa BPK memiliki 
perwakilan di setiap provinsi. Dengan demikian sehingga secara legalitas BPK 
perwakilan memiliki legitimasi yang kuat untuk menjalankan tugas dan fungsinya 
sebagai badan yang juga memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara.  
                                                          
11 Jimly Asshiddiqie, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi 
(Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 144. 
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Menurut pasal 6 sampai 12 Undang-Undang nomor 15 tahun 2006 tentang 
Badan Pemeriksa Keuangan, bab 3 mengenai tugas dan wewenang tidak disebutkan 
secara khusus perbedaan antara tugas dan wewenang BPK pusat dan atau tugas dan 
wewenang BPK perwakilan. Dalam hal tugas, hanya terdapat perbedaan mengenai 
BPK menyerahkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan 
negara kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya. Tata cara 
penyerahan hasil pemeriksaan BPK kepada DPR, DPD, dan DPRD diatur bersama oleh 
BPK dengan masing-masing lembaga perwakilan sesuai dengan kewenangannya, 
dijelaskan dalam pasal 7 di atas. Kemudian pada pasal 8 di atas mengamanatkan untuk 
keperluan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 
(1), BPK menyerahkan pula hasil pemeriksaannya secara tertulis kepada Presiden, 
Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.12 
Undang-Undang nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan 
tanggungjawab keuangan negara pada bab 2 diatur mengenai lingkup pemeriksaan. 
Dalam bab tersebut terdapat pasal 2, 3, 4, dan 5 juga tidak satupun pasal yang 
menejelaskan secara terperinci yang memisahkan antara tugas dan wewenang BPK 
pusat dan atau tugas dan wewenang BPK perwakilan yang ada di tiap-tiap provinsi 
wilayah Indonesia. 
                                                          
12 Dijelaskan dalam Pasal 30, 31, 32, 33 UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara dan 
Pasal 14 serta pasal 55, 56 UU No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara. 
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“Ikhwan Fakhrojih dalam bukunya saat menyingkap terkait BPK perwakilan 
mengungkapkan pembentukan BPK perwakilan tidak lepas dari semangat 
penerapan otonomi daerah berdasarkan UU No. 22 tahun 1999 tentang 
pemerintahan daerah dan UU No. 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan 
antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagaimana telah diganti 
dengan UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan UU No. 33 tahun 
2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah 
daerah. Kedua undang-undang tersebut menerapkan asas desentaralisasi 
kewenangan dan desentralisasi fiskal kepada daerah, sehingga daerah memiliki 
keleluasaan untuk mengelola potensi daerah untuk kepentingan masyarakat di 
daerah tersebut”.13 
Konteks di atas menjadi dalih dan mengacu pada teori-teori sebelumnya yang 
menjelaskan bahwa kewenangan tidak timbul dengan sendiri akan tetapi muncul 
karena adanya perilaku hak dan kewajiban yang diberikan atas dasar perintah Undang-
Undang. Ada pun wewenang yang di peroleh atas dasar perintah UUD dan UU dapat 
di peroleh dengan cara atribusi. Olehnya, kedua teks tersebut di atas bila di kaitkan 
dengan pasal 4 UU No. 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan 
tanggungjawab keuangan negara, yakni;  (1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2 terdiri atas pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan 
                                                          
13 Ikhwan Fahrojih, Pengawasan Keuangan Negara Pemeriksaan Keuangan Negara Melalui 
Auditor Internal dan Eksternal Serta DPR, h. vii - viii. 
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pemeriksaan dengan tujuan tertentu. (2) Pemeriksaan Keuangan adalah pemeriksaan 
atas laporan keuangan. (3) Pemeriksaan Kinerja adalah pemeriksaan atas pengelolaan 
keuangan negara yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi serta 
pemeriksaan aspek efektivitas. (4) Pemeriksaan dengan tujuan tertentu adalah 
pemeriksaan yang tidak termasuk dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) dan ayat (3). 
Walaupun pembentukan perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
ditetapkan dengan keputusan BPK pusat dengan mempertimbangkan kemampuan 
keuangan negara. Tetapi, karena BPK perwakilan juga diatur dalam UU, maka 
mestinya dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai pemeriksaan atas 
pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara14, sebagaimana UU mengatur secara 
umum tanpa memisahkan kewenangan BPK pusat dan BPK perwakilan, sehingga 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang di kelolah oleh desa mestinya di 
periksa oleh BPK perwakilan.15 
Sebab, bila bernalar pada perintah pasal 4 ayat (1) di atas bahwa pemeriksaan 
pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara terdiri atas tiga bidang tertentu, 
yakni: pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan 
tertentu. Sehingga seyokyanya BPK pusat atas pertimbangan anggaran besar serta 
                                                          
14 Lihat Pasal 2 ayat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2004 Tentang 
Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan negara 
15 Lihat Pasal 72 ayat 1 poin b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 
Tentang Desa. 
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banyaknya desa bertebaran di seluruh penjuru negara republik Indonesia, kemudian 
jarak yang terbilang cukup jauh ke daerah untuk dalam hal pemeriksaan kinerja atau 
pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara, yang terdiri atas 
pemeriksaan aspek ekonomi, efisiensi serta pemeriksaan aspek efektivitas, dan tujuan 
tertentu atau untuk meminta pertimbangan dari masyarakat. Dengan demikian, 
sehingga sepantasnya hal di atas menjadi pertimbangan dasar utnuk melibatkan BPK 
perwakilan dalam hal pemeriksaan anggaran dana desa yang bersumber dari APBN. 
Lukman Nul Hakim, Direktur Keuangan Pada Ditjen Bina Pemerintahan Desa, 
Kemendagri berpendapat16 dengan jumlah desa mencapai 74 ribu desa, kalau 
menunggu dari pusat, sampai 10 tahun tidak akan terjangkau.17 
Pertimbangan Masyarakat dimaksud adalah informasi dari masyarakat 
termasuk hasil penelitian dan pengembangan, kajian, pendapat dan keterangan 
organisasi profesi terkait, berita media massa, dan pengaduan langsung dari 
masyarakat. Olehnya karena itu, sehingga selayknyalah pemeriksaan pengelolaan dan 
tanggungjawab anggaran dana desa yang bersumber dari APBN di periksa oleh BPK 
perwakilan di daerah kabupaten/kota. 
                                                          
16 Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebelum ditetapkan oleh kepala desa 
harus disupervisi dan dievaluasi oleh bupati melalui camat. Hanya saja, masih banyak camat yang belum 
bisa memberikan pemahaman kepada aparatur desa mengenai pengelolaan keuangan, baik dari sisi 
aturan, prosedur, format, maupun kriterianya. 
17 “Media Keuangan” ,Mandiri Membangun Desa Senidiri, Mei 2017, h. 22 
60 
 
BAB IV 
EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PEMERIKSAAN DANA DESA OLEH 
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN 
A. Ruang Lingkup Kewenangan Badan pemeriksa Keuangan Negara 
Badan pemeriksa keuangan yang merupakan lembaga tinggi negara bertugas 
untuk memeriksa pengeloaan dan tanggungjawab keuangan negara sebagaimana 
dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya. Dalam struktur kelembagaan negara 
Indonesia BPK bersifat auxiliary terhadap fungsi DPR bidang pengawasan kinerja 
pemerintah. Untuk memehami konsepsi BPK secara tepat, tentu terlebih dahulu 
memahami ide-ide asli yang semula di rumuskan oleh UUD 1945 ketika disahkan pada 
tanggal 18 Agustus 1945 dalam rangka pemeriksaan keuangan negara. Termasuk yang 
harus dipahami dengan tepat yakni apa yang dimaksud pemeriksaan1 dan keuangan 
negara2. 
Pemeriksa adalah terjemahan dari perkataan auditing yang memang lazim 
dalam sistem administrasi dan manajemen keuangan modern. Wajah dunia dari tahun 
ke tahun terus mengalami perubahan dan salah satu bentuk perubahan yang mungkin 
tampak jelas yakni tidak adanya cela bahwa pengelolaan keuangan khususnya yang 
                                                          
1 Menurut pasal 1 ayat 9 UU No. 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan, 
pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara 
independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, 
kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan 
negara 
2 Menurut pasal 1 ayat 1 UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keungan Negara bahwa keuangan 
negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik 
berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan 
hak dan kewajiban tersebut. 
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bersifat umum atau yang bersifat kepentingan publik tidak dapat dibebaskan dari 
keharusan auditing sebagai jaminan bahwa pengelolaan keuangan sesuai dengan 
norma-norma atau aturan yang berlaku (rule of the games). Keharusan auditing ini 
tidak hanya berlaku di dunia keuangan publik tetapi juga dilingkungan dunia usaha 
dan bahkan di lapangan keperdataan pada umumnya3. Sedangkan uang adalah alat 
tukar yang bernilai ekonomi dan juga polotik serta dapat menjadi sumber kekuatan dan 
kekuasaan yang riil. Dalam istilah asing dikatakan Power is Money and Money Means 
Power, jika tidak diimbangi dengan keyakinan akan nilai-nilai moral, etika, dan agama 
bukan tidak bisa uang menjadi instrumen untuk bernilai baik dan sebagai media yang 
bisa mengantar pengelolanya masuk ke dalam lembah kenistaan, karena mengelola 
atau menjalankan satu tugas yang berkaitan dengan keuangan dan terdapat didalamnya 
kecurangan-kecurangan, maka efeknya pun dipastikan ada sebagaimana Nabi 
Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, 
 َْيلَع ِناَطْلُّسلا ِرْوَجَو ِةَنُؤَمْلا ِةَّدِشَو َنِين ِ سلاِب اُوذُِخأ َِّلاإ َناَزيِمْلاَو َلاَيْكِمْلا اوُُصقْنَي ْمَلَو ْمِه  
Terjemahnya, 
Dan janganlah mereka berbuat curang ketika menakar dan menimbangm 
melainkan mereka akan ditimpa kekeringan, mahalnya biaya hidup dan kezhaliman 
para penguasa.4 
                                                          
3 Jimly Asshiddiqie, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, (Ed. 
2, Cet. 1; Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 137. 
4 HR. Ibnu Majah no. 4019. Syaikh Al Albani mengatkan bahwa hadits ini hasan. 
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Oleh karena itu, setiap pengelolaan keuangan haruslah di kelola sesuai aturan yang 
benar dan aturan yang berlaku. Menegakkan kebenaran dan kesempurnaan tugas 
profesi dengan melaksanakan semua tugas yang dibebankan dengan baik dan 
sesempurna mungkin tidak akan bisa direalisir terkecuali melalui kualifikasi akademik, 
pengalaman praktik, dan pemahaman serta pengalaman keagamaan yang diramu dalam 
pelaksanaan tugas profesi. Hal ini ditegaskan dalam al-Qur’an Surah an-Nahl ayat 90, 
sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berbuat adil dan berbuat kebajikan, dan dalam 
al-Qur,an Surah al-Baqarah ayat 195 dijelaskan bahwa berbuat baiklah, karena 
sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Selain itu dalam al-
Qur,an surah asy-Syu’ara ayat 181 – 183 Allah ta’ala berfirman, 
 َنيِرِسْخُمْلا (181)  ِميَِقتْسُمْلا ِساَطْسِقْلاِب اُونِزَو (182)  ْمُهَءاَيَْشأ َساَّنلا اوُسَخَْبت َلاَو
 َنيِدِسْفُم ِضَْرْلْا ِيف اَْوثَْعت َلاَو (183) 
Terjemahnya, 
“Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu merugikan orang lain. dan 
timbanglah dengan timbangan yang benar. Dan janganlah kamu merugikan manusia 
dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah membuat kerusakan kerusakan di 
bumi”.5 
Jadi pesannya adalah setiap yang kita tanam, kebaikan maupun kejelekan, pasti 
kita akan menuai hasilnya. Para ulama seringkali mengutarakan bahwa, “Balasan dari 
kebaikan adalah kebaikan setelahnya. Sedangkan balasan dari kejelekan adalah 
                                                          
5 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan (Cet. ke 10, Bandung: CV Diponegoro, 
2013), h., 374 
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kejelekan setelahnya”.6 Olehnya karena itu, pengelolaan keuangan negara khususnya 
yang berlaku di negara Indonesia, untuk menjaga eksistenti sirkulasi pengelolaan 
keuangan negara dan waspada akan adanya perilaku tindak ketidak pahaman atau 
keluar dari hal-hal yang tidak sesuai dengan penyelenggaraan keuangan negara, maka 
diperlukan adanya lembaga pemeriksa keuangan negara7 yang betul-betul selalu 
mengedepankan kejujuran dan keadilan secara merata saat melakukan pemeriksaan 
atau auditing. Kaitannya dengan itu, dari sahabat ‘Abdullah bin Mas’ud, ia menuturkan 
bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, 
 ْهَي َْقد ِ صلا َِّنإَف ِقْد ِ صلاِب ْمُكَْيلَع ُلُج َّرلا ُلاَزَي اَمَو ِةَّنَجْلا َىلِإ ىِدْهَي َّرِبْلا َّنِإَو ِ رِبْلا َىلِإ ىِد
 ىِدْهَي َبِذَكْلا َِّنإَف َبِذَكْلاَو ْمُكاَِّيإَو اًقي ِ دِص ِ َّللَّا َدْنِع ََبتُْكي ىَّتَح َقْد ِ صلا ى َّرََحتَيَو ُُقدْصَي
 ِإ ىِدْهَي َروُُجفْلا َّنِإَو ِروُُجفْلا َىلِإ ىَّتَح َبِذَكْلا ى َّرََحتَيَو ُبِذْكَي ُلُج َّرلا ُلاََزي اَمَو ِراَّنلا َىل
اًباَّذَك ِ َّللَّا َدْنِع ََبتُْكي 
Terjemahnya, 
“Hendaklah kalian senantiasa berlaku jujur, karena sesungguhnya kejujuran 
akan megantarkan pada kebaikan dan sesungguhnya kebaikan akan mengantarkan pada 
surga. Jika seseorang senantiasa berlaku jujur dan berusaha untuk jujur, maka dia akan 
dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Hati-hatilah kalian dari berbuat dusta, 
                                                          
6 Lihat Tafsir Al Qur’an Al ‘Azhim, 14/372, Tafsir Surat Al Lail ayat 7. 
7 Dalam buku yang di tulis Jimly Asshiddiqie tentang perkembangan dan konsolidasi lembaga 
negara pasca reformasi di jelaskan bahwa pemeriksaan keuangan itu sendiri sebenarnya merupakan 
bagian yang juga tidak terpisahkan dari fungsi pengawasan terhadap kinerja pemerintahan secara umum. 
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karena sesungguhnya dusta akan mengantarkan kepada kejahatan dan kejahatan akan 
mengantarkan pada neraka. Jika seseorang suka berdusta dan berupaya untuk berdusta, 
maka ia akan dicatat di sisi Allah sebagai pendusta.”8 
Jimly Asshiddiqie dalam bukunya dijelaskan, “Kontrol atau pengawasan terhap 
kinerja pemerintahan haruslah dilakukan secara simultan dan menyeluruh sejak dari 
tahap perencanaan sampai tahap evaluasi dan penilaian, mulai dari tahap rule making 
sampai ke tahap rule enforcing. Auditing  atau pemeriksaan itu sendiri tidak selalu 
bertujuan mencari kesalahan, melainkans juga untuk meluruskan yang bengkok, dan 
memberikan arah dan bimbingan agar pelaksanaan tugas-tugas dan fungsi-fungsi 
kelembagaan dapat tetap berada di dalam koridor aturan yang berlaku. Artinya, 
pemeriksaan dapat berfungsi preventif dan dapat pula berfungsi korektif dan kuratif”.9 
Pembentukan Badan Pemeriksa Keuangan sebagai lembaga tinggi negara yang 
kerjanya mengontrol dan memeriksa keuangan negara adalah untuk menjaga keutuhan 
negara republik Indonesia dalam bidang pertahanan keuangan negara yang hanya fokus 
dalam pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara sebagaimana 
dimaksud dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 23E ayat 1 bahwa 
“Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab tentang keuangan Negara 
diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri”. Selanjutnya 
                                                          
8 HR. Muslim no. 2607. 
9 Jimly Asshiddiqie, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, h. 138 
65 
 
 
 
dalam pasal Pasal 23G ayat 2 menjelaskan bahwa “ketentuan lebih lanjut mengenai 
BPK, diatur dengan undang-undang”. 
1. Ruang lingkup kewenangan badan pemeriksa keungan republik indonesia 
dalam memeriksa dana desa yang bersumber dari APBN 
Sebelum membahas lebih jauh tentang ruang lingkup kewenangan BPK, 
sedikit merefleksi dengan mengulas mengenai apa sesungguhnya yang di maksud 
dengan keuangan negara. Jika mengacu pada peraturan perundang-undangan yang 
berlaku, yang di maksud dengan keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban 
negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun 
berupa barang yang dapat dijadikan milik negara dan yang berhubung dengan 
pelaksanaan hak dan kewajiban, meliputi; 
“Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, 
dan melakukan pinjaman. kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas 
layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga, 
termasuk penerimaan dan Pengeluaran Negara,  Penerimaan dan Pengeluaran 
Daerah serta kekayaan negara atau kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau 
oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak 
lain yang dapat dinilai dengan uang, juga  kekayaan yang dipisahkan pada 
perusahaan negara atau perusahaan daerah. kekayaan pihak lain yang dikuasai 
oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau 
kepentingan umum serta kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan 
menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah”.10 
Selanjutnya dalam pasal 3 dan 4 UU nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan 
negara dijelaskan; 
                                                          
10 Lihat Pasal 2 UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara  
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1. Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, 
efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan 
memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. 
2. APBN, perubahan APBN, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN setiap 
tahun ditetapkan dengan undang-undang. 
3. APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap 
tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 
4. APBN/APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, 
distribusi, dan stabilisasi. 
5. Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban 
negara dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBN. 
6. Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban 
daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD. 
7. Surplus penerimaan negara/daerah dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran 
negara/daerah tahun anggaran berikutnya. 
8. Penggunaan surplus penerimaan negara/daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat 
untuk membentuk dana cadangan atau penyertaan pada Perusahaan Negara/Daerah 
harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari DPR/DPRD. 
9. Tahun Anggaran meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai 
dengan tanggal 31 Desember. 
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Presiden selaku pemegang kekuasaan pemerintahan merupakan pemegang 
kekuasaan tertinggi dalam kebijakan11 serta mempunyai wewenang tertinggi dalam 
segala lapangan pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara 
sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. Kekuasaan tersebut kemudian 
dikuasakan kepada Menteri Keuangan (Menkeu), selaku pengelola fiskal dan wakil 
Pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan. Dikuasakan kepada 
menteri atau pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang 
kementerian negara atau lembaga yang dipimpinnya. Selain itu juga diserahkan kepada 
gubernur, bupati atau walikota selaku kepala pemerintahan daerah untuk mengelola 
keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan 
daerah yang dipisahkan. 
Kekuasaan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana tersebut  dalam Pasal 6 
ayat 2 huruf c UU nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, dilaksanakan oleh 
Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) selaku pejabat pengelola 
APBD dan selaku pejabat pengguna anggaran atau barang  daerah. Dalam rangka 
pengelolaan Keuangan Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah mempunyai tugas 
menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBD, menyusun rancangan 
APBD dan rancangan Perubahan APBD, melaksanakan pemungutan pendapatan 
daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, melaksanakan fungsi 
                                                          
11 Pasal 25 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. 
68 
 
 
 
bendahara umum daerah, menyusun laporan keuangan yang merupakan per-
tanggungjawaban pelaksanaan APBD. 
Kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara diperuntukkan untuk mencapai 
tujuan bernegara yakni di zaman modern ini lazimnya tujuan negara itu 
menyelenggarakan kesejahteraan dan kebahagiaan rakyatnya demi tercapainya 
masyarakat adil dan makmur12. Olehnya dalam rangka penyelenggaraan fungsi 
pemerintahan agar terncapai tujuan bernegara sebagaimana dimaksud sehingga setiap 
tahun dilakukan penyusunan APBN dan APBD. Olehnya, untuk mewujudkan 
penyelenggaraan pengelolaan keuangan negara ini sebagaimana dimakasud pasal 3 
UU nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara13, tentu sangat penting peran BPK 
yang merupakan satu lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa 
pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara meliputi seluruh unsur keuangan 
negara seperti dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara14. 
Dalam UU nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan 
tanggungjawab keuangan negara di perkuat dengan UU nomor 15 tahun 2005 tentang 
badan pemeriksa keuangan bahwa pemeriksaan keuangan negara meliputi 
                                                          
12 Abu Daud Busroh, Ilmu Negara, (Ed. 1, Cet. 6, Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 50. 
13 Bahwa keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, 
efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan 
kepatutan. 
14 Lihat Pasal 3 ayat 1 UU Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan 
Tanggung Jawab Keuangan Negara. 
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pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara dan pemeriksaan atas tanggung jawab 
keuangan negara oleh BPK melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung 
jawab keuangan negara. Menurut bab viii tentang pertanggungjawaban pelaksanaan 
APBN dan APBD pasal 30 UU No. 17 tahun 2003 tentang keuangan negara 
menegaskan dalam hal pemeriksa keuangan negara, Presiden menyampaikan 
rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN kepada 
DPR berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, 
selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan 
keuangan dimaksud setidak-tidaknya meliputi laporan realisasi APBN, Neraca, 
laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan, yang dilampiri dengan laporan 
keuangan perusahaan negara dan badan lainnya. 
Pada Pasal 31 ayat 1 dan seterusnya menjelaskan Gubernur, Bupati atau 
Walikota menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban 
pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh 
Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun 
anggaran berakhir. Laporan keuangan dimaksud setidak-tidaknya meliputi laporan 
realisasi APBD, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan, yang 
dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan daerah. 
Peraturan perundang-undangan di atas menjadii dasar legalitas keberadaan dan 
mengatur tugas, fungsi, dan wewenang BPK serta UU nomor 15 tahun 2004 tentang 
pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara secara umum maupun 
khusus mengenai aturan pemeriksaan keuangan negara. Sebelum berlakunya UU ini, 
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dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan 
negara, BPK berpedoman kepada Instructie en Verdere Bepalingen voor de Algemene 
Rekenkomer atau IAR (Staatsblad Tahun 1898 Nomor 9 sebagaimana telah diubah 
terakhir dengan Staatsblad Tahun 1933 Nomor 320). Undang-Undang ini bertujuan 
untuk mewujudkan pengelolaan keuangan negara sesuai dengan ketentuan yang telah 
ditetapkan dalam UU No.17 Tahun 2003 tentang keuangan negara dan UU No. 1 
Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara, di mana perlu dilakukan pemeriksaan 
oleh satu badan pemeriksa keuangan yang bebas dan mandiri, sebagaimana telah 
ditetapkan dalam Pasal 23E Undang-Undang Dasar 1945. Sebelum berlakunya UU 
No. 1 Tahun 2004, selain berpedoman pada IAR, dalam pelaksanaan pemeriksaan 
BPK juga berpedoman pada Indische Comptabiliteitswet atau lCW (Staatsblad Tahun 
1925 Nomor 448 sebagaimana telah berkali-kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 1968). 
Pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara dan pemeriksaan atas  
tanggungjawab keuangan negara15 yang dilakukan oleh BPK meliputi seluruh unsur 
keuangan negara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 
Tahun 2003 tentang Keuangan Negara di atas. Dalam hal pemeriksaan dilaksanakan 
oleh Akuntan Publik berdasarkan ketentuan UU, laporan hasil pemeriksaan tersebut 
wajib disampaikan kepada BPK dan dipublikasikan. Penyampaian laporan hasil 
                                                          
15 Tertuang dalam Pasal 2 dan 3 UU No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan 
Tanggungjawab Keuangan Negara. 
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pemeriksaan sebagaimana dimaksud di atas diperlukan agar BPK dapat melakukan 
evaluasi pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan oleh akuntan publik. Hasil 
pemeriksaan akuntan publik dan evaluasi tersebut selanjutnya disampaikan oleh BPK 
kepada lembaga perwakilan, sehingga dapat ditindaklanjuti sesuai dengan 
kewenangannya. 
Pemeriksaan sebagaimana dimaksud terdiri atas pemeriksaan keuangan, 
pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Pemeriksaan Keuangan 
adalah pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. 
Pemeriksaan keuangan ini dilakukan oleh BPK dalam rangka memberikan pernyataan 
opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan 
pemerintah. Pemeriksaan kinerja adalah pemeriksaan atas pengelolaan keuangan 
negara yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi serta pemeriksaan 
aspek efektivitas yang lazim dilakukan bagi kepentingan manajemen oleh aparat 
pengawasan intern pemerintah. Pasal 23E UUD tahun 1945 mengamanati BPK untuk 
melaksanakan pemeriksaan kinerja pengelolaan keuangan negara. Tujuan 
pemeriksaan ini adalah untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu menjadi perhatian 
lembaga perwakilan. Adapun untuk pemerintah, pemeriksaan kinerja di maksud agar 
kegiatan yang dibiayai dengan keuangan negara atau daerah diselenggarakan secara 
ekonomis dan efisien serta memenuhi sasarannya secara efektif. 
Pemeriksaan dengan tujuan tertentu adalah pemeriksaan yang tidak termasuk 
dalam pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja. Pemeriksaan dengan tujuan 
tertentu meliputi antara lain pemeriksaan atas hal-hal lain di bidang keuangan, 
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pemeriksaan investigatif, dan pemeriksaan atas sistem pengendalian intern 
pemerintah. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dilaksanakan berdasarkan standar 
pemeriksaan. Standar dimaksud disusun oleh BPK dengan mempertimbangkan standar 
dilingkungan profesi audit secara internasional. Standar pemeriksaan sebagaimana 
dimaksud dan disusun oleh BPK, setelah berkonsultasi dengan Pemerintah. Dalam 
penyusunan standar pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat ini, BPK 
menetapkan proses penyiapan standar dan berkonsultasi mengenai substansi standar 
kepada Pemerintah. Proses penyiapan standar dimaksud mencakup langkah-langkah 
yang perlu ditempuh secara cermat (due process) dengan melibatkan organisasi terkait 
dan mempertimbangkan standar pemeriksaan internasional agar dihasilkan standar 
yang diterima secara umum. 
2. Ruang lingkup kewenangan badan pemerisa keuangan  perwakilan 
Bahasa perwakilan berasal dari kata wakil yang berarti kuasa seseorang yang 
di dapat dari orang lain atau wewenang yang di peroleh dari satu aturan hukum untuk 
menjalankan aturan tersebut baik sementara waktu maupun menggantikannya dalam 
kurung waktu yang lama dan atau secara berkelanjutan. Dalam kamus bahasa 
indonesia dijelaskan perwakilan orang yang dikuasakan untuk menggantikan orang 
lain.16 Dalam pandangan lain dijelaskan seseorang atau kelompok yang mempunyai 
                                                          
16 Rizky Maulana dan Putri Amelia, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, (Surabaya: CV Cahaya 
Agency, t.th.), h. 111 
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kemampuan atau kewajiban bicara dan bertindak atas nama kelompok yang lebih 
besar. 
Menurut orang Romawi dalam buku yang di tulis oleh Abu Daud Busroh 
Caesar (Laki-laki, Raja, atau seseorang berambut gonrong) itu dapat dianggap sebagai 
suatu perwakilan. Dalam teori mandat wakil dianggap duduk di lembaga perwakilan 
karena mendapat mandat dari rakyat sehingga disebut mandataris. Sesuai dengan 
perkembangan zaman, maka teori mandat inipun menyesuaikan diri dengan kebutuhan 
zaman, pertama kali lahir toeri mandat ini di sebut mandat imperatif; 
“Menurut ajaran ini wakil bertugas dan bertindak di Lembaga Perwakilan 
sesuai dengan instruksi yang diberikan oleh yang diwakilinya. Wakil tidak boleh 
bertindak diluar instruksi tersebut dan apabila ada hal-hal baru yang tidak 
terdapat dalam instruksi tesebut, maka wakil harus mendapat instruksi baru dari 
yang diwakilinya baru dapat melaksanakannya”.17 
Pendapat dari Teori Hukum Objektif Leon Duguit, memberikan analisis 
tentang bangun lembaga perwakilan sebagai lembaga hukum yang berisi tidak saja 
keberadaan wakil dan orang yang diwakil, tetapi juga aturan-aturan tentang tentang 
bagaimana mekanisme perwakilan dan kinerja, daripada wakil di dalam memenuhi 
aspirasi dari orang-orang yang diwakilinya. Semuanya harus dituangkan dan 
terlembagakan dalam hukum yang bersifat objektif. Masih ada beberapa pendapat dari 
para ahli lain yang pada prinsipnya memberikan pemahaman tentang subtansi, pola 
hubungan serta implikasi yang timbul sebagai akibat dari mekanisme perwakilan. 
Namun pada intinya tetap pada bahasa yang sama yaitu apakah seorang wakil memang 
                                                          
17 Abu Daud Busroh, Ilmu Negara, h. 146-147. 
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benar-benar dapat memposisikan dirinya sebagai sosok yang dapat menampung dan 
tentu saja yang lebih penting adalah menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan oleh 
orang-orang yang memberikan kepercayaan sebagai seorang wakil. 
Dari beberapa teori mengenai wakil, A. Hoogerwerf berpendapat hubungan 
wakil dengan yang diwakilinya ada 5 model yaitu: 
1. Model Delegate (Utusan), Wakil bertindak sebagai yang diperintah seorang kuasa 
usaha yang harus menjalankan perintah dari yang diwakilinya. 
2. Model Trustee (Wali), Wali bertindak sebagai orang yang diberi kuasa, yang 
memperoleh kuasa penuh dari yang diwakilinya, jadi ia dapat bertindak berdasarkan 
pendapat sendiri. 
3. Model Politcal Wali kadang-kadang bertindak sebagai delegasi dan kadang-kadang 
bertindak sebagai kuasa penuh. 
4. Model Kesatuan, Anggota parlemen dilihat sebagai wakil seluruh rakyat 
5. Model Diversifikasi (Pengelolaan), Anggota parlemen dilihat sebagai wakil dari 
kelompok teritorial, sosial atau politik tertentu.18 
Mekanisme perwakilan sebagaimana dikemukakan di atas, sebenarnya 
kekuasaan yang ada pada seorang wakil, dan kemudian bergabung pada suatu lembaga 
perwakilan bertumpu pada kewenangan yang diberikan oleh orang-orang yang 
memberikan kedudukan. Artinya bahwa keterwakilan seseorang pada lembaga 
perwakilan harus senantiasa mewakili kehendak atau aspirasi dari yang diwakili. Bila 
                                                          
18 Abu Daud Busroh, Ilmu Negara, h. 148-149. 
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dihubungkan dengan keberadaan BPK perwakilan, dari segi bahasa dan beberapa teori 
di atas dapat menginformasikan bahwa wujud dari munculnya lembaga pemeriksa 
pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara karena asas demokrasi langsung 
yang menurut Rousseau tidak mungkin lagi dapat dijalankan, disebabkan 
bertambahnya penduduk, luasnya wilaya negara, dan bertambah rumitnya urusan 
kenegaraan.19 Menurut pasal 2 dan 3 UU No. 15 tahun 2006 tentang badan pemeriksa 
keuangan dijelaskan BPK merupakan satu lembaga negara yang bebas dan mandiri 
dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara berkedudukan di 
Ibukota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi. Pembentukan perwakilan 
di setiap provinsi ditetapkan dengan keputusan BPK dengan mempertimbangkan 
kemampuan keuangan negara. Demikian sesuai dengan amanat pasal 23G UUD tahun 
1945. Bila dilihat dari aspek teori kewenangan menjelaskan bahwa delegasi adalah 
pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ 
pemerintahan lainnya20. Artinya dalam penyerahan wewenang melalui delegasi 
pemberi wewenang telah lepas dari tanggung jawab hukum atau dari tuntutan pihak 
ketiga, jika dalam penggunaan wewenang itu menimbulkan kerugian pada pihak lain. 
Salah satu syarat pelimpahan wewenang melalui delegasi adalah harus berdasarkan 
                                                          
19 Abu Daud Busroh, Ilmu Negara, h. 143. 
20 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara (Ed. Revisi Cetakan 10, Jakarta: Rajawali Pers, 
2014), h. 102. 
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ketentuan peraturan perundang-undangan, maksudnya delegasi hanya dimungkinkan 
kalau ada ketentuan untuk itu dalam peraturan perundang-undangan21. 
Oleh kernan itu, dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa BPK 
perwakilan di setiap provinsi memperoleh kewenangan dengan cara delegasi sehingga 
dalam menjalankan kewenangannya perlu adanya instruksi dari lembaga yang 
diwakilinya, yakni dalam hal ini BPK pusat sebagaimana di kemukakan dalam teori 
mandat imperatif di atas. 
Ruang lingkup kewenangan BPK perwakilan adalah berdasar pada 
pertimbangan BPK dalam pasa 3 ayat 3 UU No. 15 tahun 2006 tentang badan 
pemeriksa keuangan bahwa perwakilan di setiap provinsi dibentuk dan ditetapkan 
dengan keputusan BPK dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara. 
Salah satu prakarsa pembentukan BPK perwakilan adalah luasnya mitra kerja yakni 
Dewan Perwakilan Rkyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan  Dewan 
Perwakilan Rkyat Daerah (DPRD) sebagai pemegang hak Budget atas APBN/APBD 
sebagaiaman dimaksud pasal 23E ayat 2 UUD tahun 1945. Ikhwan Fahrojih dalam 
bukunya berjudul Pengawasan Keuangan Negara Pemeriksaan Keuangan Negara 
Melalui Auditor Internal dan Eksternal Serta DPR menjelaskan bahwa; 
“Pembentukan BPK perwakilan tidak lepas dari semangat penerapan otonomi 
daerah berdasarkan UU No. 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan 
UU No. 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat 
dan pemerintah daerah sebagaimana telah diganti dengan UU No. 32 tahun 
2004 tentang pemerintahan daerah dan UU No. 33 tahun 2004 tentang 
perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kedua 
                                                          
21 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, h. 104. 
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undang-undang tersebut menerapkan asas desentaralisasi kewenangan dan 
desentralisasi fiskal kepada daerah, sehingga daerah memiliki keleluasaan 
untuk mengelola potensi daerah untuk kepentingan masyarakat di daerah 
tersebut”.22 
Argumentasi di atas menjadi dalih bahwa ruang lingkup kewenangan BPK 
perwakilan terbatas pada Pemeriksaan keuangan negara meliputi pemeriksaan atas 
pengelolaan keuangan negara dan pemeriksaan atas tanggung jawab keuangan negara. 
Seperti dalam penjelasan bahwa BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung 
jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, 
Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan 
Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang 
mengelola keuangan negara.23 Jenis Pemeriksaan BPK mencakup pemeriksaan 
keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Pasal 31 UU 
No. 17 tahun 2003 tentang keuangan negara menginformasikan bahwa Gubernur, 
Bupati atau Walikota menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang 
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan 
yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya 6 (enam) 
bulan setelah tahun anggaran berakhir24. Laporan keuangan dimaksud setidak-
tidaknya meliputi Laporan Realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan 
                                                          
22 Ikhwan Fakhrojih, Pengawasan Keuangan Negara Pemeriksaan Keuangan Negara Melalui 
Auditor Internal dan Eksternal Serta DPR, h. vii - viii. 
23 Pasal 6 ayat 1 UU No 15 tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan. 
24 HAW. Widjaja, Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia dalam Rangka Sosialisasi UU No. 
32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, (Jakarta: PT RajaGrapindon Persada, 2005), h.265. 
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atas Laporan Keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan daerah. 
Demikian juga pasal 56 UU No. 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara, Kepala 
Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah 
menyusun laporan keuangan pemerintah daerah untuk disampaikan kepada gubernur, 
bupati atau walikota dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan 
APBD. Dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana 
dimaksud di atas: 
1. Kepala satuan kerja perangkat daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang 
menyusun dan menyampaikan laporan keuangan yang meliputi laporan realisasi 
anggaran, neraca, dan catatan atas laporan keuangan; 
2. Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan kepada 
kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah selambat-lambatnya 2 (dua) bulan 
setelah tahun anggaran berakhir; 
3. Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah 
menyusun  Laporan Arus Kas Pemerintah Daerah; 
4. Gubernur/bupati/walikota selaku wakil pemerintah daerah dalam kepemilikan 
kekayaan daerah yang dipisahkan menyusun ikhtisar laporan keuangan perusahaan 
daerah.25 
                                                          
25 Lihat pasal 56 ayat 2 UU No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara. 
79 
 
 
 
Laporan Keuangan dimaksud di atas disampaikan gubernur, bupati atau walikota 
kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran 
berakhir. 
3. Kewenangan badan pemeriksa keuangan perwakilan dalam memeriksa dana 
desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara 
Pada penjelasan sebelumnya sudah dibahas mengenai wilayah dan ruang 
lingkup kewenangan BPK perwakilan dalama memeriksa keuangan negara. 
Diataranya, BPK perwakilan hanya dapat mengaudit atau memeriksa anggaran yang 
bersumber dari APBD dan anggara yang d kelila BUMD atau semua perusahaan yang 
didalamnya terdapat anggara APBD Provinsi maupun yang ada di kabupaten atau 
walikota. Melalui website resmi BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan dijelaskan 
mengenai tugasnya sebagai lebaga perwakilan adalah untuk memeriksa pengelolaan 
dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, 
kota/kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan, Badan Umum Milik Daerah (BUMD) 
dan lembaga terkait di lingkungan entitas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang 
ditugaskan oleh Auditorat Utama Keuangan Negara (AKN)26. 
Terkait dengan aspek Kewenangan BPK perwakilan dalam memeriksa dana 
desa yang bersumber dari APBN, bila dilihat dari segi regulasi atau peraturan 
perundang-undangan secara umum dalam UU No. 15 tahun 2006 tentang badan 
                                                          
26 Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Selatan, “Bidang 
Tugas Pimpinan”, BPK RI Perwakilan Sulawesi Selatan. t.th. http://makassar.bpk.go.id/?page_id=56. 
(10 Agustus 2017), 11:57 siang. 
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pemeriksa keuangan mengatur mengenai tugas dan kewenangan BPK sebagaiman 
dalam pasal 6 ayat 1 dijelaskan BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung 
jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, 
Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan 
Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang 
mengelola keuangan negara. Kemudian pasal 9 ayat 1 disebutkan dalam melksanakan 
tugasnya, BPK berwenang menentukan objek pemeriksaan, merencanakan dan 
melaksanakan pemeriksaan, menentukan waktu dan metode pemeriksaan serta 
menyusun dan menyajikan laporan pemeriksaan. Selain itu, dalam UU No. 15 tahun 
2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara. 
Dimaksud pemeriksaan keuangan negara disini meliputi pemeriksaan atas pengelolaan 
keuangan negara dan pemeriksaan atas tanggung jawab keuangan negara. Pemeriksaan 
pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh BPK meliputi 
seluruh unsur keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang 
Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 
Dengan demikian, rasionalisasi di atas jelas bahwa secara UU BPK perwakilan 
punya kewenangan dalam memeriksa dana desa yang bersumber dari APBN, karena 
tidak terdapat aturan mengenai pembatasan atau peta wilayah kerja anatara BPK pusat 
dan BPK perwakilan. Namun, bila mengacu pada teori kewenangan dan teori 
perwakilan lembaga, maka akan ditemukan titik bahwa kewenangan BPK perwakilan 
tidak bisa memeriksa dana desa yang bersumber dari APBN selama tidak ada instruksi 
dari BPK pusat, sebab lembaga perwakilan yang dibentuk atas perintah UU melalui 
81 
 
 
 
instruksi dan pertimbangan dari lembaga tingkat satu atau dengan kata lain lembaga 
perwakilan, maka wilayah kerja dan atau kewenangan yang diperolehnya adalah 
bentuk delegasi sehingga lembaga pada tingkat dua tidak bisa bertindak tanpa perintah 
atau instruksi dari yang di wakilinya, sama seperti BPK perwakilan Sulawesi Selatan 
tidak bisa karena dengan kelurnya peraturan perundang-undangan tentang desa yang 
mendapat supor anggaran dari APBN kemudian langsung mengambil tindakan dengan 
membuat aturan dan melakukan audit dana desa yang ada di wilayah teritorial 
Sulawesi Selatan tanpa adanya perintah atau instruksi dari BPK pusat. Sebab aturan 
yang di dapat selama ini hanya untuk mengaudit dana anggaran APBD yang ada di 
Provinsi dan seluruh kabupaten serta walikota daerah Provinsi Sulawesi Selatan. 
Walaupun dimungkinkan akan ada pertimbangan sosial yang menyatakan selayaknya 
BPK perwakilanlah harus mengambil inisiatif untuk melakukan pemeriksaan terhadap 
dana desa yang sumbernya berasal dari APBN, namun secara aturan dan mekanisme 
yang berlaku di wilayah neagara republik Indonesia ini sistem hukum sehingga semua 
perbuatan yang menyangkut dengan wilayah kerja pemerintahan harus bergerak dan 
dimobilisasi dengan dorongan hukum atau aturan yang berlaku. 
B. Efektivitas dan Efisiensi Pemeriksaan Dana Desa yang Bersumber dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
Untuk mengetahui efektitivitas dan efisiensi pemeriksaan terhadap anggaran 
dana desa yang bersumber dari APBN jika kewenangannya diserahkan hanya kepada 
Badan Pemeriksa Keuangan-Republik Indonesia (BPK-RI) tanpa melibatkan BPK di 
perwakilan, tentu harus diketahi terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan efektivitas 
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dan efisiensi. Dalam kamus bahasa indonesia, efek berarti kesan yang timbul pada 
pikiran penonton atau pendengar yang dipengaruh dari suatu perbuatan, akibat. 
Sedangkan efektif adalah dapat membuahkan hasil; mulai berlaku; ada pengaruh, 
akibatnya atau efektifnya27. Dapat pula dimaknai sebagai akibat yang membawa hasil 
dan punya kesan. 
Efektivitas berasal dari kata efek dapat diartikan sebagai daya guna yang 
mempunyai kesesuaian antara frogram dengan orang yang melaksanakan tugas. Pada 
dasarnya efektivitas menunjukkan pada tataran tercapainya hasil dalam satu program 
sesuai dengan yang direncanakan di awal. Efektivitas, sering disandingkan dengan 
kata efisien, meskipun ada perbedaan makna diantara keduanya, karena efektivitas 
menekankan pada hasil yang dicapai, sedangkan efisiensi lebih melihat kepada 
bagaimana cara mencapai hasil dengan membandingkan antara input dan outputnya. 
Menurut dalam kamus bahasa ingris, effective dapat berarti berguna, tepat28 tingkat 
keberhasilan yang dapat dicapai dari satu cara atau usaha tertentu dengan maksud dan 
tujuan yang hendak di capai. 
Dalam buku yang di tulis Beni Pekei dijelaskan pengertian efektivitas adalah 
hubungan antara output dan tujuan atau dapat juga dikatakan merupakan ukuran 
seberapa jauh tingkat output, kebijakan dan prosedur dari organisasi. Efektivitas 
                                                          
27 Rizky Maulana dan Putri Amelia, Kamus lengkap Bahasa Indonesia, (Surabaya: CV Cahaya 
Agency, t.th.), h.111. 
28 Nicole William dan Budi Djatmiko, Kamus Kantong Bahasa Inggris, (Cet. Ke 8, Yogyakarta: 
Pustaka Widyatama, 2013), h.161. 
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berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sektor publik sehingga 
suatu kegiatan dapat dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh 
besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan 
sasaran yang telah ditentukan29. Dengan demikian muncul satu kesimpulan bahwa 
efektivitas adalah suatu keadaan yang menunjukkan sejauh mana rencana dapat 
tercapai. Semakin tinggi peluang keberhasilan yang dicapai maka akan semaikin 
efektif pula kegiatan tersebut. 
Dalam pandangan hukum dikemukakan bahwa efektivtas hukum tentu tidak 
terlepas dari penganalisisan terhadap karakteristik dua variable, yaitu: karakteristik 
dan dimensi dari objek sasaran yang dipergunakan.30 Untuk mengetahui efektivitas 
hukum misalnya, maka yang harus di ukur adalah sejauh mana aturan hukum itu ditaati 
atau tidak ditaati. Jika suatu aturan hukum ditaati oleh sebagian besar target yang 
menjadi sasaran ketaatannya maka akan dikatakan aturan hukum yang bersangkutan 
adalah efektif 31. Derajat dari efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto, 
ditentukan oleh taraf kepatuhan masyarakat terhadap hukum, termasuk para penegak 
hukumnya, sehingga dikenal asumsi bahwa, ”taraf kepatuhan yang tinggi adalah 
indikator berfungsinya suatu sistem hukum. Dan berfungsinya hukum bertanda hukum 
                                                          
29 Beni Pekei, Konsep dan Analisis Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi 
(Jakarta Pusat: Taushia, 2016), h. 69. 
30 Barda Nawawi Arief, Kapita Selekta Hukum Pidana, (Cet. Ke-3, Bandung: Citra Aditya, 
2013), h. 67. 
31 Salim,H.S dan Erlis Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi, 
(Jakarta: Rajawali Press, 2013), h. 375. 
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tersebut mencapai tujuannya, yakni mempertahankan dan melindungi masyrakat 
dalam pergaulan hidup.”32 Pendapat yang mengemukakan teori efektivitas di 
antaranya Bronislav Molinoswki, Clerence J Dias, Allot dan Murmer. Bronislav 
Malinoswki mengemukakan teori efektivitas pengendalian sosial atau hukum, dalam 
masyarakat dianalisa dan dibedakan menjadi dua yaitu: Masyarakat modern dan 
masyarakat primitif. Masyarakat modern merupakan masyarakat yang 
perekonomiannya berdasarkan pasar yang sangat luas, spesialisasi di bidang industri 
dan pemakaian teknologi canggih, di dalam masyarakat modern hukum di buat dan 
ditegakkan oleh pejabat yang berwenang.33 Clerence J Dias mengatakan bahwa; 
“An effective legal sytem may be describe as one in which there exists a high 
degree of congruence between legal rule and human conduct. Thus anda 
effective kegal sytem will be characterized by minimal disparyti between the 
formal legal system and the operative legal system is secured by: (1)The 
intelligibility of it legal system, (2) High level public knowlege of the conten of 
the legal rules, (3) Efficient and effective mobilization of legal rules: a. A 
commited administration and, b. Citizen involvement and participation in the 
mobilization process, (4) Dispute sattelment mechanisms that are both easily 
accessible to the public and effective in their resolution of disputes and, (5) A 
widely shere perception by individuals of the effectiveness of the legal rules and 
institutions.”34 
                                                          
32 Soerjono Soekanto, Efektivitas Hukum dan Peranan Saksi, (Bandung: Remaja Karya, 1985), 
h. 7. 
33 Salim,H.S dan Erlis Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi, h. 
308. 
34 Clerence J. Dias. Research on Legal Service And Poverty: its Relevance to the Design of 
Legal Service Program in Developing Countries, Wash. U.L. Q 147 (1975). P. 150. 
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Pendapat di atas dijelaskan Clerence J Dias dikutip Marcus Priyo Guntarto 
sebagai berikut, terdapat lima syarat bagi effektif tidaknya satu sistem hukum meliputi: 
1. Mudah atau tidaknya makna isi aturan-aturan itu ditangkap. 
2. Luas tidaknya kalangan didalam masyarakat yang mengetahui isi aturan-aturan 
yang bersangkutan. 
3. Efisien dan efektif tidaknya mobilisasi aturan-aturan hukum dicapai dengan bantuan 
aparat administrasi yang menyadari melibatkan dirinya kedalam usaha mobilisasi 
dan masyrakat yang terlibat merasa harus berpartisipasi dalam proses mobilisasi 
hukum. 
4. Adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak hanya harus mudah 
dihubungi dan dimasukan oleh setiap warga masyarakat, akan tetapi harus cukup 
effektif menyelesaikan sengketa. 
5. Adanya anggapan dan pengakuan yang cukup merata di kalangan masyarakat yang 
beranggapan bahwa aturan-atauran dan pranata-pranata hukum itu memang 
sesungguhnya berdaya mampu efektif. 
Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa dalam sosiologi hukum masalah 
kepatuhan atau ketaatan hukum terhadap kaidah-kaidah hukum pada umumnya telah 
menjadi faktor yang pokok dalam mengukur efektif tidaknya sesuatu yang ditetapkan 
dalam hukum ini.35 Efektivitas Hukum yang dikemukakan oleh Anthoni Allot 
sebagaimana dikutip Felik adalah sebagai berikut; Hukum akan mejadi efektif jika 
                                                          
35 Soerjono Soekanto, Pengantar Sosiologi Hukum, (Bandung: Rajawali Pers, 1996), Hal. 20 
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tujuan keberadaan dan penerapannya dapat mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak 
diinginkan dapat menghilangkan kekacauan. Hukum yang efektif secara umum dapat 
membuat apa yang dirancang dapat diwujudkan. Jika suatu kegelapan maka 
kemungkinan terjadi pembetulan secara gampang jika terjadi keharusan untuk 
melaksanakan atau menerapkan hukum dalam suasana baru yang berbeda, hukum akan 
sanggup menyelesaikan.36 
Studi efektivitas hukum merupakan suatu kegiatan yang memperlihatkan suatu 
strategi perumusan masalah yang bersifat umum, yaitu suatu perbandingan antara 
realitas hukum dan ideal hukum, secara khusus terlihat jenjang antara hukum dalam 
tindakan (law in action) dengan hukum dalam teori (law in theory) atau dengan kata 
lain kegiatan ini akan memperlihatkan kaitannya antara law in the book dan law in 
action.37 Bustanul Arifin dalam buku Raida L Tobing dkk dikutip bahwa dalam negara 
yang berdasarkan hukum, berlaku efektifnya sebuah hukum apabila didukung oleh tiga 
pilar, yaitu: 
1. Lembaga atau penegak hukum yang berwibawa dapat diandalkan 
2. Peraturan hukum yang jelas sistematis. 
3. Kesadaran hukum masyarakat tinggi.38 
                                                          
36 Salim,H.S dan Erlis Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi, h. 
303 
37 Soleman B Taneko, Pokok-Pokok Studi Hukum dalam Masyarakat, Rajawali Press , Jakarta, 
1993, Hal 47-48. 
38 Raida L Tobing, dkk, (Hasil Penelitian), Efektivitas Undang-Undang Monrey Loundering, 
Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementrian Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2011, Hal 11. 
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Pendektan teori-teori di atas dapat menegaskan bahwa efektivitas merupakan 
pencapaian tujuan organisasi melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara 
efisien, ditinjau dari sisi masukan (input), proses, dan keluaran (output). Dalam hal ini 
yang dimaksud sumber daya meliputi ketersediaan personil, sarana dan prasarana serta 
metode dan model yang digunakan. Suatu kegiatan dikatakan efisien bila dikerjakan 
dengan benar dan sesuai prosedur. Sedangkan dikatakan efektif  bila kegiatan tersebut 
dilaksanakan dengan benar dan memberikan hasil yang bermanfaat. 
Dalam kamus besar bahasa Indonesia dijelaskan bahwa efisiensi adalah 
menjalankan tugas dengan baik dan tepat; ketepatan cara. Efisensi memiliki kata dasar 
efisien dengan mengandung arti mampu mengerjakan kewajian dengan baik dan tepat 
sesuai dengan rencana dan tidak membuang-buang waktu.39 Efisiensi menurut Beni 
Pekei adalah hubungan antara input dan output. Efisiensi merupakan ukuran apakah 
penggunaan barang dan jasa yang dibeli oleh organisasi untuk mencapai output 
tertentu. Efisiensi mengandung beberapa pengetian antara lain: 
1. Efisiensi pada sektor usaha swasta (private sector efficiency), dijelaskan dengan 
konsep input output yaitu rasio output dan input. 
2. Efisiensi pada sektor pelayanan masyarakat (public sector efficiency) adalah suatu 
kegiatan yang dilakukan dengan baik dan pengorbanan seminimal mungkin. 
                                                          
39 Rizky Maulana dan Putri Amelia, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, (Surabaya: CV Cahaya 
Agency, t.th.), h. 111 
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3. Suatu dikatakan telah dikerjakan secara efisien jika pelaksanaan pekerjaan tersebut 
telah mencapai sasaran (output) dengan biaya (input) yang terendah atau dengan 
biaya (input) minimal diperoleh hasil (output) yang diinginkan.40. 
Berdasakan pemikiran di atas jelas bahwa efisiensi merupakan kemampuan 
dalam menjalankan aktivitas untuk memperoleh hasil tertentu dengan menggunakan 
masukan (input yang serendah-rendahnya) untuk menghasilkan suatu keluaran 
(output), dan juga merupakan kemampuan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan 
dengan benar.  Dengan demikian, efektivitas dan efisiensi mengandung makna antara 
lain terselenggaranya satu kegiatan dengan adanya partisivasi individu, kelompok, dan 
atau satu organisasi yang sebelumnya sudah ada perencanaan awal. Efektivitas dan 
efisiensi dapat pula dimaknai sebagai barometer untuk mengukur keberhasilan satu 
kegiatan yang telah ditentukan waktunya, dimana dalam kegiatan tersebut sudah 
terprogram, termasuk akumulasi personil atau sumber daya manusianya, fasilitas yang 
digunakan, serta jarak tempat dan waktu pelaksaan. Semuanya sudah di persiapkan, 
dengannya sehingga kegiatan tersebut terlaksana dengan baik tanpa membuang-buang 
waktu, materi, semuanya dapat berjalan baik hingga mencapai satu keberhasilan yang 
diharapkan oleh pihak penyelenggara dengan tepat. 
Beni Pekei dalam bukunya dijelaskan faktor penentuan efisiensi dan efektivitas 
sebagai berikut: 
                                                          
40 Beni Pekei, Konsep dan Analisis Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi, 
h. 69. 
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1. Faktor sumber daya manusia seperti tenaga kerja, kemampuan kerja, maupun 
sumber daya fisik seperti peralatan kerja, tempat bekerja serta dana keuangan. 
2. Faktor struktur organisasi yaitu susunan yang stabil dari jabatan-jabatan baik 
struktural maupun fungsional. 
3. Faktor tehnologi pelaksanaan pekerjaan. 
4. Faktor dukungan kepada aparatur dan pelaksananya baik pimpinan maupun 
masyarakat. 
5. Faktor pimpinan dalam arti kemampuan untuk mengkombinasikan keempat faktor 
tersebut kedalam suatu usaha yang berdaya guna  dan berhasil gunauntuk mencapai 
sasaran yang dimaksud41. 
Kaitannya dengan audit penggunaan dana desa yang bersumber dari APBN 
oleh BPK pusat jika tidak melibatkan BPK perwakilan di setiap provinsi menjadi 
pertanyaan bagaimana efektifvitas dan efisiensinya dalam memeriksa dana desa yang 
bersumber dari ABPN, tentu perlu pertimbangan-pertimbangan. Bila mengacu pada 
pasal 23E ayat 1 UUD tahun 1945 menjelaskan untuk memeriksa pengelolaan dan 
tanggungjawab keuangan negara diadakan satu badan pemeriksa keuangan yang bebas 
dan mandiri. Dimaksud satu badan adalah BPK sebagaiman di sebutkan oleh UU 
No.15  tahun  2006 tentang badan pemeriksa keuangan, UU No.15  tahun  2004 tentang 
pemeriksaan pemengelolaan dan tanggungjawb keuangan negara. Selain itu, 
                                                          
41 Beni Pekei, Konsep dan Analisis Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi, 
h. 70. 
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dijelaskan pula bahwa Presiden menyampaikan rancangan undang-undang tentang 
pertanggungjawaban pelaksanaan APBN kepada DPR berupa laporan keuangan yang 
telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan 
setelah tahun anggaran berakhir, begitupun Gubernur, Bupati atau Walikota 
menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan 
APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan 
Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran 
berakhir42. Presiden menyampaikan kepada badan pemeriksa keuangan dan begitupun 
gubernur, bupati atau walikota harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban 
hasil pengelolaan keuangan negara kepada badan pemeriksa keuangan paling lambat 
3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir43. 
Untuk menjaga indepensi atau iterpensi dari pihak lain, BPK di jamin oleh 
peraturan perundang-undangan untuk menjalankan tugasnya dalam memeriksa 
pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara. Dengan kata lain, hanya BPK satu-
satunya lembaga yang diberi kewenangan khusus untuk memeriksa pengelolaan dan 
tanggungjawab keuangan negara, berkedudukan di ibukota negara dan memiliki 
perwakilan di setiap provinsi, maka sangat tidak efektif dan efisien bila tidak 
melibatkan BPK perwakilan dalam memeriksa dana desa yang bersumber dari PBN, 
                                                          
42 Lihat pasal 30 dan 31 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Taun 2003 Tentang 
Keuangan Negara. 
43 Pasal 55 Dan 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang 
Perbendaharaan Negara.  
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dengan pertimbangan luas wilayah dan banyaknya desa hingga mencapai 74.00044 
(Tujuh puluh empat ribu) desa di seluruh pelosot, selain itu jarak wilayah desa 
terbilang jauh dari  ibukota kabupaten ke pedesaan, fasilitas, dan banyak daerah 
pedesaan akses jalannya masih belum memadai atau belum terlalu bagus untuk dilalui 
kendaraan. Selain itu banyaknya anggaran hingga mencapai 60 triliun45 yang akan 
diperiksa. 
Amanat pasal 9 huruf c UU No.15  tahun  2006 tentang BPK menjelaskan 
pemeriksaan dilakukan di tempat penyimpanan uang dan barang milik negara, di 
tempat pelaksanaan kegiatan, pembukuan dan tata usaha keuangan negara, serta 
pemeriksaan terhadap perhitungan-perhitungan, surat-surat, bukti-bukti, rekening 
koran, pertanggungjawaban, dan daftar lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan 
keuangan negara. Ikhwan Fahrojih dalam bukunya dijelaskan melebarnya mitra kerja 
BPK, mengharuskan dilakukannya perluasan terhadap organisasi BPK dengan 
membentuk BPK perwakilan46. Dengan demikian, keterbatasan personil BPK pusat 
tidak memungkinkan untuk turun langsung memeriksa pengelolaan dana desa yang 
bersumber dari APBN, karena anggota yang masih terbilang sangat kurang. terkecuali 
menggunakan persorangan atau menggandeng lembaga lain untuk dan atas nama 
                                                          
44 Media Keuangan” , Mandiri Membangun Desa Sendiri, Mei 2017, h. 22 
45 Media Keuangan” , Mandiri Membangun Desa Sendiri, Mei 2017, h. 23 
46 Ikhwan Fahroji,Pengawasan Keuangan Negara pemeriksaan keuangan negara melalui auditor 
internal dan eksternal serta DPR, h. 53 
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BPK47 melakukan pemeriksaan itu mungkin bisa dilakukan dengan efektif dan efisien. 
Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa aktivitas dikatakan efisiensi dan efektivitas 
dapat ditentukan dengan bebereapa hal di antaranya faktor sumberdaya manusia 
sebagai tenaga kerja, sumber daya fisik sebagai peralatan kerja, tempat bekerja serta 
dana keuangan, dan faktor tehnologi pelaksanaan pekerjaan, dukungan kepada 
aparatur dan pelaksananya baik pimpinan maupun masyarakat, serta faktor pimpinan 
dalam arti kemampuan untuk mengkombinasikan keempat faktor tersebut kedalam 
suatu usaha yang berdaya guna  dan berhasil guna untuk mencapai sasaran yang 
dimaksud. 
Harry Azhar Azis mantan ketua BPK RI menyampaikan bahwa pemeriksaan 
dana desa tetap akan dilakukan di tingkat daerah, tetapi secara sampel48. Menurut 
Lukma Nul Hakim, direktur keuangan pada ditjen bina pemerintah desa, Kemendagri 
berpendapat bahwa audit masih perlu diperkuat mengingat banyaknya keterbatasan 
seperti keterbatasan kapasitas, personel, dan anggaran sehingga belum mampu 
menjangakau semua desa. “Audit harus melihat kondisi dilapangan dan keseluruhan 
transaksi. Kalau masih berupa prediksi atau sampling apa ia bisa merepresentasikan 
keseluruhan desa? ini yang harus segera diperbaiki kedepan”. Lukman Nul Hakim 
                                                          
47 Pasal 9 huruf g UU No.15  tahun  2006 tentang badan pemeriksa keuangan 
48 Lismanto/Supriadi, Dana Desa Diperiksa, BPK RI Minta Kades di Pati Siap-Siap, 
koranmuria. 28 November 2015. http://www.koranmuria.com/2015/11/28/23570/dana-desa-diperiksa-
bpk-ri-minta-kades-di-pati-siap-siap.html (Juli 2017). Dimaksud secara sampel adalah dalam satu 
provinsi tidak semua desa akan di periksa BPK, hanya desa-desa yang dianggap perlu saja akan 
diperiksa. 
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pada artikel yang berjudul mengawasi dana desa, terdapat dalam majalah media 
keuangan tersebut menegaskan bahwa (untuk pengawasan dana desa) kalau menunggu 
dari pusat, sampai 10 tahun pun tidak akan terjangkau49. 
                                                          
49 Media Keuangan” ,Mandiri Membangun Desa Sendiri, Mei 2017, h. 22 
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BAB II 
TINJAUAN UMUM BADAN PEMERIKSA KEUANGAN, KEUANGAN 
NEGARA, DAN DANA DESA 
A. Pengertian dan Sejarah Badan Pemeriksa Keuangan Negara 
1. Pengertian badan pemeriksa keuangan 
Badan Pemeriksa Keuangan adalah lembaga negara yang bertugas untuk 
memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara1. Dalam sisitem 
penataan kekuasaan atau kelembagaan negara republik Indonesia, Badan Pemeriksa 
Keuangan (BPK) merupakan lembaga tinggi negara yang memiliki kewenangan untuk 
memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Menurut naska aslih Undang-
Undang Dasar Tahun 1945, bab VIII tentang hal keuangan, pasal 23 ayat 5 dijelaskan bahwa 
untuk memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara, maka diadakan satu 
badan pemeriksa keuangan yang peraturannya ditetapkan dengan undang-undang. 
BPK yang awalnya merupakan bagian dari bab VIII UUD Tahun 1945 tentang 
keuangan negara, kemudian dipisahkan dalam bab tersendiri dimaksudkan untuk memberikan 
dasar hukum yang lebih kuat, jelas, bebas, dan mandiri2, hal ini dijelsakan dalam naskah 
setelah perubahan ke empat Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945. Tujuannya juga 
adalah untuk memperkuat kedudukan, kewenangan, dan independensinya sebagai lembaga 
negara. Dengan demikian diharapkan pemeriksaan dan tanggungjawab keuangan negara 
                                                          
1 Lihat undang-undang republik Indonesia nomor 15 tahun 2006 tentang badan pemeriksa 
keuangan, pasal 1 ayat. 
2 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945: Buku Saku untuk Memahami Mahkama Konstitusi (Jakarta: Kepanitraan dan 
Sekretariat Jenderal MK RI, 2016), h. 103.  
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dilakukan secara optimal sehingga dapat meningkatkan transparansi dan tanggungjawab 
(akuntabilitas) terhadap keuangan negara.3  
2. Sejarah Singkat Badan Pemeriksa Keuangan Negara 
Berdasarkan amanat UUD Tahun 1945 telah dikeluarkan Surat Penetapan 
Pemerintah No.11/OEM tanggal 28 Desember 1946 tentang pembentukan Badan 
Pemeriksa Keuangan, pada tanggal 1 Januari 1947 yang berkedudukan sementara 
dikota Magelang. Pada waktu itu Badan Pemeriksa Keuangan hanya mempunyai 9 
orang pegawai dan sebagai Ketua Badan Pemeriksa Keuangan pertama adalah R. 
Soerasno. 
Untuk memulai tugasnya, BPK dengan suratnya pada tanggal 12 April tahun 
1947 No.94-1 telah mengumumkan kepada semua instansi di Wilayah Republik 
Indonesia mengenai tugas dan kewajibannya dalam memeriksa tanggungjawab 
tentang keuangan negara, sementara masih menggunakan peraturan perundang-
undangan yang dulu berlaku bagi pelaksanaan tugas Algemene Rekenkamer (Badan 
Pemeriksa Keuangan Hindia Belanda), yaitu ICW (Indische Comtabiliteitswet)4. 
Dalam Penetapan Pemerintah No.6/1948 tanggal 6 Nopember 1948 tempat 
kedudukan Badan Pemeriksa Keuangan dipindahkan dari Magelang ke Yogyakarta. 
Negara Republik Indonesia yang ibukotanya di Yogyakarta tetap mempunyai Badan 
                                                          
3 Ni’matul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia  (Ed. Revisi, Cet. 10; Jakarta: Rajawali Pers, 
2015), h. 226. 
4 H. Abu Daud Busroh, Capita Selecta Hukum Tata Negara (Jakarta: PT. Rinea Cipta, 1994), 
h. 55. 
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Pemeriksa Keuangan sesuai pasal 23 ayat (5) UUD Tahun 19455; Ketuanya diwakili 
oleh R. Kasirman yang diangkat berdasarkan SK Presiden RI tanggal 31 Januari 1950 
No.13/A/1950 terhitung mulai 1 Agustus 1949. 
Terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia Serikat (RIS) berdasarkan 
Piagam Konstitusi RIS tanggal 14 Desember 1949, maka dibentuk Dewan Pengawas 
Keuangan (berkedudukan di Bogor)6 yang merupakan salah satu alat perlengkapan 
negara RIS, sebagai Ketua diangkat R. Soerasno mulai tanggal 31 Desember 1949, 
yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di 
Yogyakarta. Dewan Pengawas Keuangan RIS berkantor di Bogor menempati bekas 
kantor Algemene Rekenkamer pada masa pemerintah Netherland Indies Civil 
Administration (NICA). 
Dengan kembalinya bentuk Negara menjadi Negara Kesatuan Republik 
Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1950, maka Dewan Pengawas Keuangan RIS 
yang berada di Bogor sejak tanggal 1 Oktober 1950 digabung dengan Badan 
Pemeriksa Keuangan berdasarkan UUDS 1950 dan berkedudukan di Bogor 
menempati bekas kantor Dewan Pengawas Keuangan RIS. Personalia Dewan 
Pengawas Keuangan RIS diambil dari unsur Badan Pemeriksa Keuangan di 
Yogyakarta dan dari Algemene Rekenkamer di Bogor. Pada Tanggal 5 Juli 1959 
dikeluarkan Dekrit Presiden RI yang menyatakan berlakunya kembali UUD Tahun 
                                                          
5 Lihat UUD-NKRI Tahun 1945 dalam naskah aslih. 
6 Mita, “Sejara Singkat Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia”, Blog Mita. 
https://dewimitarozali.wordpress.com/tag/sejarah-bpk/ (12 Juni 2017), pukul 12:05 
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1945. Dengan demikian Dewan Pengawas Keuangan berdasarkan UUD 1950 kembali 
menjadi Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Pasal 23 (5) UUD Tahun 1945. 
Meskipun Badan Pemeriksa Keuangan berubah-ubah menjadi Dewan 
Pengawas Keuangan RIS berdasarkan konstitusi RIS Dewan Pengawas Keuangan RI 
(UUDS 1950), kemudian kembali menjadi Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan 
UUD Tahun 1945, namun landasan pelaksanaan kegiatannya masih tetap 
menggunakan ICW dan IAR. Dalam amanat-amanat Presiden yaitu Deklarasi 
Ekonomi dan Ambeg Parama Arta, dan di dalam Ketetapan MPRS No. 
11/MPRS/1960 serta resolusi MPRS No. 1/Res/MPRS/1963 telah dikemukakan 
keinginan-keinginan untuk menyempurnakan Badan Pemeriksa Keuangan, sehingga 
dapat menjadi alat kontrol yang efektif. Untuk mencapai tujuan itu maka pada tanggal 
12 Oktober 1963, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-undang No. 7 Tahun 1963 (LN No. 195 Tahun 1963) yang kemudian diganti 
dengan Undang-Undang (UU) No. 6 Tahun 1964 tentang Badan Pemeriksa Keuangan 
gaya baru. Untuk mengganti PERPU tersebut, dikeluarkanlah UU No. 17 Tahun 1965 
yang antara lain menetapkan bahwa Presiden, sebagai pemimpin besar revolusi 
pemegang kekuasaan pemeriksaan dan penelitian tertinggi atas penyusunan dan 
pengurusan keuangan negara. Ketua dan wakil ketua BPK-RI berkedudukan masing-
masing sebagai Menteri Koordinator dan Menteri. 
Akhirnya oleh MPRS dengan Ketetapan No.X/MPRS/1966 kedudukan BPK 
RI dikembalikan pada posisi dan fungsi semula sebagai Lembaga Tinggi Negara. 
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Sehingga UU yang mendasari tugas BPK RI perlu diubah dan akhirnya baru 
direalisasikan pada Tahun 1973 dengan UU No. 5 Tahun 1973 Tentang Badan 
Pemeriksa Keuangan.7 
Anggota BPK dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan tetap 
mempertimbangkan Dewan Perwakilan Daerah kemudian diresmikan oleh Presiden. 
Dalam pembentukannya, lembaga ini memiliki sejarah tersendiri dan juga 
dimaksudkan untuk memiliki tugas dan wewenang. Dalam pasal 23 Ayat (5) Tahun 
1945 telah ditetapkan bahwa untuk pemeriksaan tanggungjawab yang berhubungan 
dengan keuangan negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan dimana 
peraturannya ditetapkan dengan undang-undang. Kemudian hasil pemeriksaan 
keuangan tersebut disampaikan kepada DPR. 
3. Landasan Filosofis Keberadaan BPK 
Cikal bakal ide pembentukan badan pemeriksa keuangan berasal dari Raad 
van Rekenkamer pada zaman hindia belanda.8 Kemudian beberapa negara lain telah 
mempraktekkannya dengan mengadakan lembaga yang menjalankan fungsi 
pemeriksaan terhadap keuangan atau sebagai eksternal auditor terhadap kinerja 
keuangan pemerintah. Selain keberadaan lembaga pemeriksa keuangan juga terdapat 
                                                          
7 Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, “Sejarah Singkat BPK”, Situs Resmi BPK. 
http://www.bpk.go.id/page/sejarah (12 Juni 2017), pukul 10:58 
8 Ni,matul Huda, Hukum Tata Negara Indnesia Edisi Revisi, h. 225. 
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pula lembaga konstitusional yang disebut Yuan pengawas keuangan sebagai salah 
satu pilar kelembagaan negara yang dianggap penting.9 
Kaitannya dengan keberadaan Badan pemeriksa keuangan di Negara Kesatuan 
Republik Indonesia yang saat ini masih tetap eksis menjalankan fungsinya sebagai 
lembaga eksternal yang bebas melakukan pemeriksaan terhadap kinerja pengelolaan 
dan tanggungjawab keuangan negara, karena fungsi lembaga tersebut sangat 
dibutuhkan dalam menjaga stabilitas penggunaan anggaran pemerintahan dan 
menjaga keutuhan keuangan negara. Selain itu, lembaga ini memiliki kinerja yang 
sangat erat kaitannya dengan parlemen atau dalam hal ini Dewan Perwakialan Rakyat 
yang disingkat DPR. 
Undag-Undang Dasar 1945 menganut sistem pembagian kekuasaan, menurut 
pasal 1 ayat 2; ”kedaualatan adalah ditangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh 
Majelis Permusyawaratan Rakyat”. Kekuasaan Negara yang tertinggi di tangan 
majelis permusyawaratan rakyat. ”Kedaulatan rakyat dipengang oleh suatau badan 
bernama majelsi permusyawaratan rakyat”, sebagai penjelmaan seluruh rakyat 
Indonesia. Majelis ini menetapkan Undag-Undang Dasar dan menetapkan Garis-Garis 
Besar Haluan Negara. 
Berhung anggota majelis ini banyak, sehingga tidak mungkin jika setiap saat 
harus mengadakan sidang-sidang, dengan demikian ia tidak mungkin dapat 
menjalankan kekuasaannya secara nyata. Oleh kerenanya kekuasaan yang ada 
                                                          
9 Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, “Sejarah Singkat BPK”, Situs Resmi BPK. 
http://www.bpk.go.id/page/sejarah (12 Juni 2017), pukul 10:58 
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padanya didistribusikan kepada lemabaga-lembaga tinggi Negara yaitu kepada 
presiden, dewan perwakilan rakyat, dewan pertimbangan agung, mahkama agung, 
dan badan pemeriksa keuangan. 
Dalam hubungannya untuk mencapai tujuan Negara, maka penggunaan 
keuangan negara perlu diadakan pengawasan. 
“Oleh sebab itu undang undang nomor 5 tahun 1973 LN. Nomor 37 tahun 1973 
yang disahkan dan diundangkan di Jakarta dan mulai berlaku pada tangga 16 
juli 1973, sebagai dasar hukm badan pemeriksa keuangan. Badan pemeriksa 
keuangan adalah lembaga tinggi Negara yang dalam melaksanakan tugasnya 
terlepas dari pengaruh dan keuasaan pemerintah, akan tetapi tidak berdiri 
diatas pemerintah”.10 
Badan pemeriksa keuangan memiliki fungsi yang sama dengan sebahagian 
fungsi yang dimiliki DPR. Dimana DPR atau dengan kata lain legislative memeliki 
kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja dan pengelolaan 
tanggungjawab terhadap penggunaan anggaran yang di berikan untuk di kelola oleh 
pemerintah. Begitupun badan pemeriksa keuangan mengawasi dan memeriksa kinerja 
pengelolaan tangggungjawab keuangan negara yang diberikan oleh DPR untuk 
dikelola pemerintah. Oleh Karen itu, kedudukan kelembagaan badan pemeriksa 
keungan ini sesungguhnya berada atau bisa dikata sebagai fungsi terselubung dalam 
rana kekuasaan legislative. Karenanya, sehingga laporan hasil pemeriksaan yang di 
                                                          
10 H. Abu Daud Busroh, Capita Selecta Hukum Tata Negara, h. 53. 
25 
 
 
 
 
 
lakukan oleh lembaga tersebut harus disampaikan kepada DPR untuk di tindak lanjuti 
sebagaimana mestiya.11 
Dalam pelaksanaan tugasnya, Badan Periksa Keuangan pada pokoknya adalah 
partner atau mitra DPR dalam menjalankan fungsi pengawasan (control) terhadap 
kinerja pemerintah, serta mengawasi anggaran pendapatan belanja negara. Hasil-hasil 
pemeriksaan keuangan yang telah dilakukan kemudian diberitahukan atau 
disampaikan kepada DPR untuk di tindak lanjuti sebagaimana mestinya.12 
4. Landasan Yuridis Keberadaan BPK 
Keuangan negara adalah salah satu unsur pokok dalam penyelenggaraan 
pemerintahan negara dan mempunyai manfaat yang sangat penting dan termasuk 
dalam unsur penggerak roda pemerintahan untuk mencapai tujuan bernegara. 
Karenanya untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan negara, 
keuangan negara wajib dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-
undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan 
memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Untuk mendorong pengelolaan dan 
tanggungjawab keungan negara agar berjalan normal maka perlu adanya dari lembaga 
pemeriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara yang bebas, mandiri, 
dan profesional untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, 
kolusi, dan nepotisme. 
                                                          
11 Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme (n.p., t.th) h. 153 
12 Rini Wulandari, “Badan Pemeriksa Keuangan dalam Kajian Ketetanegaraan Islam’, Skripsi 
(Jakarta: Fak. Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2008), h. 1. 
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Pada dasarnya, badan pemeriksa keuangan merupakan lembaga tinggi negara 
yang memiliki kekuatan hokum secara konstitusional. badan pemeriksa keuangan 
diatur secara khusus dalam Pasal 23 ayat (5) UUD Tahun 1945 menetapkan bahwa 
untuk memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab tentang keuangan negara diadakan 
suatu Badan Pemeriksa Keuangan yang peraturannya ditetapkan dengan Undang-
Undang. Hasil pemeriksaan itu disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.13 
Berdasarkan amanat UUD Tahun 1945 ini sehingga dikeluarkanlah surat 
penetapan pemerintah dengan No.11/OEM tanggal 28 Desember 194614 tentang 
pembentukan Badan Pemeriksa Keuangan yang kemudian pada tanggal 1 Januari 
1947, badan pemeriksa keuangan dengan suratnya yang dikeluarkan pada tanggal 12 
April 1947 No.94-1 telah mengumumkan kepada semua instansi di Wilayah Republik 
Indonesia mengenai tugas dan kewajibannya memeriksa tentang tanggungjawab 
keuangan negara.15 Pada saat itu untuk sementara masih menggunakan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku bagi pelaksanaan tugas Algemene Rekenkamer 
(Badan Pemeriksa Keuangan Hindia Belanda), yaitu ICW dan IAR”. 
Presiden Soekarno pada tanggal 23 Agustus 1965 menetapkan Perpu No. 6 
tahun 1964 menjadi undang-undang No. 17 tahun 1965 yang isinya presiden sebagai 
                                                          
13 Lihat dalam naskah asli Undang-Undang Dasa Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 
1945, bab VIII tentang hal keuangan. 
14 Sumber dari website resmi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yakni, 
http://www.bpk.go.id/page/sejarah (12 Juni 2017), pukul 10:58 
15 Sumber dari website resmi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yakni, 
http://www.bpk.go.id/page/sejarah (12 Juni 2017), pukul 10:58 
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pemimpin besar revolusi memegang kekuasaan pemeriksaan, pengawasan, dan 
penelitian tertinggi atas penguasaan dan pengurusan keuangan negara. Dalam 
pelaksanaan sehari-harinya, kekuasaan tersebut dilakukan atas nama dan untuk beliau 
oleh BPK. UU No. 17 tahun 1965.16 
Kemudian pasca amandemen, Badan Pemeriksa Keuangan diatur dalam bab 
tersendiri (Bab VIIIA), yang sebelumnya merupakan bagian dari Bab VIII tentang 
Hal Keuangan, hal terseut dimaksudkan untuk memberi dasar hukum yang lebih kuat 
serta pengaturan lebih rinci mengenai BPK yang bebas dan mandiri serta sebagai 
lembaga negara dengan fungsi memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan 
negara. Dengan adanya ketentuan mengenai hal ini di dalam UUD 1945, diharapkan 
pemeriksaan terhadap pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara di lakukan 
secara optimal.  
Bab VIIIA, UUD 1945 secara utuh mengatur tentang pemeriksaan 
pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara, dipisahkan dari bab tentang hal 
keungan setelah UUD 1945 menagalami tiga kali perubahan dari yang sebelumnya 
hanya diatur dalam satu ayat, yaitu ayat 5. Bab VIIIA memuat tiga poin penting 
sebagai berikut: 
Pasal 23E; 
1) Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab tentang keuangan Negara 
diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri. 
                                                          
16 Ikhwan Fahrojih, Pengawasan Keuangan Negara Pemeriksaan Keuangan Negara Melalui 
Auditor Internal dan Eksternal Serta DPR (Malang: Intrans Publishing, 2016), h. xiii 
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2) Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, 
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan 
kewenangannya. 
3) Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/ atau 
badan yang berwenang sesuai dengan undang-undang. 
Pada Pasal 23F; Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan 
Rakyat dan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan 
oleh Presiden. 
1) Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan dipilih dari dan oleh anggota. 
Pasal 23G menentukan bahwa; 
1) Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di ibukota Negara, dan memiliki 
perwakilan disetiap provinsi. 
2) ketentuan lebih lanjut mengenai BPK, diatur dengan undang-undang.17 
Sesuai dengan perintah pasal 23G ayat 2 UUD 1945 di atas, maka 
dikeluarkanlah peraturan yang dituangkan dalam bentuk Undang-Undang nomor 15 
tahun 2004 tentang pemeriksaan atas tanggungjawab keuangan Negara dan Undang-
Undang Republik Indonesia No. 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. 
Dua peraturan perundang-undangan tersebut bermuara pada penguatan keberadaan 
Badan Pemeriksa Keuangan. Selain itu, Badan Pemeriksa Keuangan pun mendapat 
                                                          
17 Lihat naskah UUD-NKRI tahun 1945 setelah perubahan ke empat, untuk memperjelas 
dalam buku saku Majelis Permusyawartan Rakyat halaman 145, yang biasa dibagikan ketika 
mengadakan sosialisasi empat pilar secara gratis. 
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perintah dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 Tentang 
Keuangan Negara dan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2004 
Tentang Perbendaharaan Negara. 
Dalam hal kaitannya dengan pemeriksaan dana desa yang bersumber dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), bab delapan menagatur mengenai 
keuangan desa dan aset desa, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 
2014 tentang desa, bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang 
dapat dinilia denga uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang 
berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Hak dan kewajiban 
sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, 
dan pengelolaan keuangan desa. Dari tujuh poin disebutkan mengenai sumber 
pendapatan desa satu diantaranya adalah alokasi anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara.18 
Pada peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 60 tahun 2014 tentang 
dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, disebutkan 
bahwa: 
1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa kepada 
bupati/walikota setiap semester. 
2) Peenyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagai mana dimaksud 
pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan: 
                                                          
18 Lihat pasal 71 dan Pasal 72 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 
Tentang Desa. 
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a. Semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan;dan 
b. Semester II paling lambat miggu keempat bulan Januari tahun anggaran 
berikutnya. 
3) Bupati/walikota menyampaiakan laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi 
penggunan Dana Desa kepada Mentri dengan tembusan mentri yang menangani 
Desa, mentri teknis/pimpinan lembaga pemerintah nonkementrian terkait, dan 
gubernur paling lambat minggu keempat bulan Maret tahun anggaran berikutnya. 
4) Penyampaiaan laporan konsolodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
dilakukan setiap tahun.19  
B. Keuangan Negara dan Penetapan APBN dan APBD 
1. Pengertian dan teori keuangan negara 
Keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai 
dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang 
dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban 
tersebut20. Undang-undang tersebut merupakan dasar hukum keuangan negara yang 
diperuntukkan untuk mengelola keuangan negara agar dapat tercapai tujuan negara.21 
Keuangan negara terdapat banyak versi, tergantung dari aksentuasi terhadap suatu 
                                                          
19 Baca peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 60 tahun 2014 tentang dana desa yang 
bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, pasal 24. 
20 Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. 
21 Muhammad Djafar Saidi, Hukum Keuangan Negara, (Ed. Revisi, Jakarta: Rajawali Pers, 
2011), hal.  3-6.   
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pokok persoalan dalam pemberian definisi dari para ahli di bidang keuangan negara. 
Berikut akan ditunjukkan beberapa pengertian dari keuangan negara. 
1. Menurut M. Ichwan 
Keuangan negara adalah rencana kegiatan secara kuantitatif (dengan angka-angka 
di antaranya diwujudkan dalam jumlah mata uang), yang akan dijalankan untuk 
masa mendatang, lazimnya satu tahun mendatang. 
2. Menurut Geodhart 
Keuangan negara meruapakan keseluruhan undang-undang yang ditetapkan secara 
periodik yang memberikan kekuasaan kepada pemerintah untuk melaksanakan 
pengeluaran mengenai periode tertentu dan menunjukkan alat pembiayaan yang di 
perlukan untuk menutup pengeluaran tersebut. 
Unsur-unsur keuangan negara menurut Geodhart meliputi 
a. Peridik, 
b. Pemerintah sebagai pelaksana anggaran, 
c. Pelaksanaan anggaran mencakup dua wewenang, yaitu wewenang pengeluaran 
dan wewenang untuk menggali sumber-sumber pembiayaan untuk menutup 
pengeluaran-pengeluaran yang bersangkutan, dan 
d. Bentuk anggaran negara adalah berupa suatu undang-undang. 
3. Menurut Jhon F. Due 
Budget adalah suatu rencana keuangan untuk suatu periode waktu tertentu. 
Government Budget (anggaran belanja pemerintah) adalah suatu pernyataan 
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mengenai pengeluaran atau benajda yang disusulkan dan penerimaan untuk masa 
mendatang bersama dengan data pengeluaran dan penerimaan sebenarnya untuk 
periode mendatang dan periode telah lampau. 
Unsur-unsur penerimaan Jhon F. Due menyangkut hal-hal berikut. 
a. Anggaran belanja yang memuat data keuangan mengenai pengeluaran dan 
penerimaan dari tahun-tahun yang sudah lalu; 
b. Jumlah yang diusulkan untuk tahun yang akan dating; 
c. Rencakan keuangan tersebut unutk suatu periode tertentu. 
4. Menurut van der Kemp 
Keuangan negara adalah semua hak yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula 
segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara 
berhubungan dengan hak-hak tersebut22. 
Pengertian keuangan negara menurut Jhon F. Due di atas, timbul kesan bahwa 
Jhon F. Due menyamakan pengertian keuangan negara dengan anggaran (bundget). 
Ditinjau dari kedudukan anggaran negara dalam penyelnggaraan negara hal itu dapat 
dimengerti, tetapi apa bila dikaitkan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara (APBN), Muchsan lebih memperjelas antara keduanya. Muchsan dalam buku 
W. Riawan Tjandra dikutip bahwa anggaran negara merupakan inti dari keungan 
negara, sebab anggaran negara merupakan alat penggerak untuk melaksanakan 
                                                          
22 W. Riawan Tjandra, Hukumu Keuangan Negara, (Jakarta: Rajawali Pers, t.th), hal.  1-2.   
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penggunaan keuangan negara23. Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 
2003 tentang keuangan negara dinyatakan bahwa pendekatan yang digunakan dalam 
merumuskan keuangan negara adalah dari sisi objek, subjek, proses, dan tujuan. 
Dari sisi obyek yang dimaksud dengan Keuangan Negara meliputi semua hak 
dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan 
kegiatan dalam bidang fiskal, moneter dan pengelolaan kekayaan negara yang 
dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang, maupun berupa barang yang dapat 
dijadikan milik negara berhubung dengan  pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. 
Dari sisi subyek yang dimaksud dengan Keuangan Negara meliputi seluruh obyek 
sebagaimana tersebut di atas yang dimiliki negara, dan/atau dikuasai oleh Pemerintah 
Pusat, Pemerintah Daerah, Perusahaan Negara/Daerah, dan badan lain yang ada 
kaitannya dengan keuangan negara. Dari sisi proses, Keuangan Negara mencakup 
seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan obyek sebagaimana 
tersebut di atas mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai 
dengan pertanggunggjawaban. Dari sisi tujuan, Keuangan Negara meliputi seluruh 
kebijakan, kegiatan dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan/atau 
penguasaan obyek sebagaimana tersebut di atas dalam rangka penyelenggaraan 
pemerintahan negara. Bidang pengelolaan keuangan negara yang demikian luas dapat 
dikelompokkan dalam sub bidang pengelolaan fiskal, sub bidang pengelolaan 
moneter, dan sub bidang pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan.   
                                                          
23 W. Riawan Tjandra, Hukumu Keuangan Negara, h. 3 
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2. Asas-asas umum pengelolaan keuangan negara  
Dalam rangka mendukung terwujudnya good governance  dalam 
penyelenggaraan negara,  pengelolaan  keuangan  negara perlu diselenggarakan 
secara profesional, terbuka,  dan bertanggung jawab sesuai dengan aturan pokok yang 
telah ditetapkan dalam UndangUndang Dasar. Sesuai dengan amanat Pasal 23C 
Undang-Undang Dasar 1945, Undangundang tentang Keuangan Negara perlu 
menjabarkan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 
tersebut ke dalam asas-asas umum yang meliputi baik asasasas yang telah lama 
dikenal dalam pengelolaan keuangan negara, seperti asas tahunan, asas universalitas, 
asas kesatuan, dan asas spesialitas maupun asas-asas baru sebagai pencerminan best 
practices (penerapan kaidah-kaidah yang baik) dalam pengelolaan keuangan negara, 
antara lain: akuntabilitas berorientasi pada hasil; profesionalitas; proporsionalitas; 
keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara; pemeriksaan keuangan oleh badan 
pemeriksa yang bebas dan mandiri. 
Asas-asas umum tersebut diperlukan pula guna menjamin terselenggaranya 
prinsip-prinsip pemerintahan daerah sebagaimana yang telah dirumuskan dalam Bab 
VI Undang-Undang Dasar 1945. Dengan dianutnya asas-asas umum tersebut di 
dalam Undang-undang tentang Keuangan Negara, pelaksanaan Undang-undang ini 
selain menjadi acuan dalam reformasi manajemen keuangan negara, sekaligus 
dimaksudkan untuk memperkokoh landasan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi 
daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia.   
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3. Kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara  
Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan 
keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. Kekuasaan tersebut 
meliputi kewenangan yang bersifat umum dan kewenangan yang bersifat khusus. 
Untuk membantu Presiden dalam penyelenggaraan kekuasaan dimaksud, sebagian 
dari kekuasaan tersebut dikuasakan kepada Menteri Keuangan selaku Pengelola 
Fiskal dan Wakil Pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan, 
serta kepada Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna 
Barang kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya. Menteri Keuangan sebagai 
pembantu Presiden dalam bidang keuangan pada hakekatnya adalah Chief Financial 
Officer (CFO) Pemerintah Republik Indonesia, sementara  setiap menteri/pimpinan 
lembaga pada hakekatnya adalah  Chief Operational Officer (COO) untuk suatu 
bidang tertentu pemerintahan. Prinsip ini perlu dilaksanakan secara konsisten agar 
terdapat kejelasan dalam pembagian wewenang dan tanggung jawab, terlaksananya 
mekanisme checks and balances serta untuk mendorong upaya peningkatan 
profesionalisme dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan. 
Sub bidang pengelolaan fiskal meliputi fungsi-fungsi pengelolaan kebijakan 
fiskal dan kerangka ekonomi makro, penganggaran, administrasi perpajakan, 
administrasi kepabeanan, perbendaharaan, dan pengawasan keuangan.  
Sesuai dengan asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan negara 
sebagian kekuasaan Presiden tersebut diserahkan kepada Gubernur/ Bupati/Walikota 
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selaku pengelola keuangan daerah. Demikian pula untuk mencapai kestabilan nilai 
rupiah tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter serta mengatur dan 
menjaga kelancaran sistem pembayaran dilakukan oleh bank sentral.  
4. Penyusunan dan penetapan APBN dan APBD  
  Ketentuan mengenai penyusunan dan penetapan APBN/APBD dalam undang- 
undang ini meliputi penegasan tujuan dan fungsi penganggaran pemerintah, 
penegasan peran DPR/DPRD dan pemerintah dalam proses penyusunan dan 
penetapan anggaran, pengintegrasian sistem akuntabilitas kinerja dalam sistem 
penganggaran, penyempurnaan klasifikasi anggaran, penyatuan anggaran, dan 
penggunaan kerangka pengeluaran jangka menengah dalam penyusunan anggaran.  
Anggaran adalah alat akuntabilitas, manajemen, dan kebijakan ekonomi. Sebagai 
instrumen kebijakan ekonomi anggaran berfungsi untuk mewujudkan pertumbuhan 
dan stabilitas perekonomian serta pemerataan pendapatan dalam rangka mencapai 
tujuan bernegara. Dalam upaya untuk meluruskan kembali tujuan dan fungsi 
anggaran tersebut perlu dilakukan pengaturan secara jelas peran DPR/DPRD dan 
pemerintah dalam proses penyusunan dan penetapan anggaran sebagai penjabaran 
aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sehubungan 
dengan itu, dalam undang-undang ini disebutkan bahwa belanja negara/belanja 
daerah dirinci  sampai  dengan  unit  organisasi, fungsi, program, kegiatan,  dan jenis 
belanja. Hal tersebut berarti bahwa setiap pergeseran anggaran antarunit organisasi, 
antarkegiatan, dan antarjenis belanja harus mendapat persetujuan DPR/DPRD. 
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C. Pengertian dan Penyaluran serta Pelaporan Dana Desa 
1. Pengertian dan sejarah desa di Indonesia 
Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, 
selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas 
wilayah dan berwenang untuk mengatur, mengurus urusan pemerintahan, 
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masysarakat, hak asal-usul 
dan/ atau hak tradisional yang diakui dan di hormati dalam system pemerintahan 
negara kesatuan republik Indonesia. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan 
kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan kesatuan republic 
Indonesia, di pimpin oleh kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu 
perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.  
Dalam perkembangannya telah ditetapkan beberapa pengaturan tentang desa, 
yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang pokok pemerintahan daerah, 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah, 
Undang-Undang Nomor 1965 Tahun 1965 tentang desa praja sebagai bentuk 
peralihan untuk mempercepat terwujudnya daerah tingkat III di seluruh wilayah 
republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok 
pemerintahan di daerah, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang tentang 
pemerintahan desa, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan 
daerah, dan terakhir Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan 
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daerah. Namun, dalam pelaksanaannya pengaturan mengenai desa tersebut belum 
dapat sepenuhnya mewadahi segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa. 
Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa ini 
merupakan penegasan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan 
pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat 
didasarkan atas pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945, asas negara kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Lebih 
lengkap UU ini berisi materi mengenai kedudukan dan jenis desa, penataan desa, 
kewenangan desa, penyelenggaraan pemerintahan desa, hak dan kewajian desa dan 
masyarakat desa, peraturan desa, keuangan dan aset desa, pembangunan desa dan 
pembangunan kawasan perdesaan, serta peraturan lain yang terkait, yang disesuaikan 
dengan kondisi dan kebutuhan saat ini. 
2. Keuangan desa 
Mengenai keuangan atau dana desa adalah semua hak dan kewajiban desa 
yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang 
berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Dimaksud hak dan 
kewajiban yakni menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan 
keuangan desa. Menurut pasal 72 ayat 1 UU No. 6 tahun 2014 tentang desa, 
pendapatan desa bersumber dari: 
a. Pendapatan asli desa terdiri atas ahasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisivasi, 
gotongroyong dan lain-lain pedapatan asli desa. 
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b. Alokasi anggaran pendapatan dan belanja Negara. 
c. Bagian dari hasil pajak negara dan retribusi daerah kabupaten/kota. 
d. Alokasi desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima 
kabupaten kota. 
e. Bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan 
anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota. 
f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ke tiga dan 
g. Lain-lain pendapatan desa yang sah. 
Dana desa yang bersumber dari APBN tersebut disalurkan melalui Satuan 
Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kabupaten atau kota.24 
3. Mekanisme penyaluran dana desa 
Dana desa disalurkan oleh pemerintah kepada kabupaten/kota dengan cara 
pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas 
Umum Daerah (RKUD). Kemudian disalurkan oleh kabupaten/kota kepada desa 
dengan cara pemindah bukuan dari RKUD ke Rekening Kas Desa (RKD). Penyaluran 
dana desa sebagaimana di maksud dalam pasal dilakukan dengan cara bertahap pada 
tahun anggaran berjalan dengan ketentuan: Tahap I pada bulan April sebesar 40% 
(empat puluh perseratus), tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh 
perseratus), dan tahap II pada bulan November 20% (dua puluh perseratus). 
                                                          
24 Pasal 90 ayat 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. 
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Penyaluran dana desa setiap tahap sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat 
2 dilakukan paling lampbat pada minggu ke dua. Penyaliran dana desa setiap tahap 
sebagaimana  dimaksud dalampasal 15 ayat 4 dilakukan paling lambat 7 hari kerja 
setelah diterima di kas daerah. Pada pasal 17 ayat 1 penayaluran dana desa dari 
RKUN ke RKUD dilakukan dengan syarat: a. peraturan bupati/walikota mengenai 
tata cara pembagian dan penetapan besaran dana desa sebagaimana di maksud dalam 
pasal 12 ayat 8 telah disampikan kepada menteri, b. APBD telah ditetapkan. Ayat 2 
penyaluran dana desa dari RKUD ke Rekening kas Desa dilakukan setelah APB Desa 
setelah APB Desa ditetapkan. Ayat 3 dalam hal APBD sebagaimana di maksud pada 
ayat 1 huruf b belum ditetapkan, penyaluran dana desa dilakukan setelah ditetapkan 
dengan peraturan bupati/walikota.25 
4. Alur pelaporan anggaran dana desa yang bersumber dari APBN 
Alokasi anggaran dana desa yang bersumber dari APBN, karena diangarakan 
oleh pemerintah pusat sehingga alur pelaporan realisasi penggunaan anggaran dana 
desa tentunya melalui perantara kabupaten/kota kemudian disampaiakan kepada 
kementrian atau pemerintah pusat. Untuk memperjelas bagaimana leka-liku alur 
pelaporan realisasi angaran dana desa ini maka dibuatkan dalam bentuk bagang. 
                                                          
25 Lihat Bab 4 Tentang Penyaluran Dana Desa, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 
Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja 
Negara. 
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Keterangan:  
 Kepala desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana desa kepada 
bupati/walikota setiap semester tahun berjalan, yaitu semester pertama paling 
lambat akhir bulan Juli tahun anggaran berjalan dan semester kedua paling lambat 
akhir bulan Januari tahun anggaran berikutnya, serta setiap akhir tahun anggaran. 
 Bupati/walikota menyampaikan lapoaran realisasi penyaluran dan konsolidasi 
penggunaan dana desa kepada menteri dengan tembusan: (1) menteri yang 
menangani desa; (2) menteri teknik/pimpinan lemabaga pemerintah 
nonkementerian terkait; dan (3) gubernur, paling lama akhir bulan maret tahun 
anggaran berikutnya, setiap tahunnya.26 
 
 
                                                          
26 Tim Visi Yustisia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan 
Terkait (Jakarta Selatan: Visimedia, 2015), h. 22 
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D. Teori Kewenangan 
Menurut S.F Marbun wewenang mengandung arti kemampuan untuk 
melakukan suatu tindakan publik, atau secara yuridis adalah kemampuan bertindak 
yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan hukum 
dengan demikian wewenang pemerintah memiliki sifat-sifat antara lain: 
1. Express implied 
2. Jelas maksud dan tujuannya 
3. Terikat pada waktu tertentu 
4. Tunduk pada batasan-batasan hukum tertulis dan tidak tertulis 
5. Isi wewenang dapat bersifat umum (Abstrak) dan konkrit.27 
F.A.M Stroink dan J.G.Steenbeek menyebutkan sebagai konsep inti dalam hukum 
tata negara dan hukum administrasi negara. 
Menurut Philipus M. Hadjo bahwa yang dimaksud dengan wewenang adalah 
kekuasaan hukum, jadi dalam konseb hukum public, wewenang berkaitan dengan 
kekuasaan. Berkaitan dengan kekuasaan hukum ada dua hal yang perlu 
dideskripsikan, yakni berkaitan dengan keabsahan (sahnya) tindakan pemerintah dan 
kekuasaan hukum dimana kedua hal tersebut saling memiliki keterkaitan. Satu 
tindakan pemerintahan sah bilamana dapat diterima sebagai suatu bagian dari 
                                                          
27 Andi Safriani, Hukum Administrasi Negara (Makassar: Alauddin University Press, 2013), 
h. 190. 
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ketertiban hukum, dan suatu tindakan pemerinatahan mempunyai kuasaan hokum 
bilamana dapat mempengaruhi pergaualan hokum. 
Ferrazi mendefinisikan kewenangan adalah, “hak untuk menjalankan satu atau 
lebih fungsi manajemen yang meliputi pengaturan atau regulasi dan standarisasi, 
pengurusan atau administrasi serta pengawasan atau supervisi atas suatu urusan 
tertentu”. Dalam kaitannya dengan kewenangan pemerintahan, Tonner berpendapat: 
“kewenangan pemerintah dianggap sebagai kemampuan untuk melaksanakan hukum 
positif dan dengan begitu dapat diciptakan hubungan hukum antara pemerintah 
dengan warganegara”28 
H.D. Stout dengan mengutuip pendapat Verhey mengemukakan bahwa het 
beginsel van wetmatigheid van bestuur mengandung tiga aspek, yakni aspek nagatif 
(het negatieve aspect), aspek formal-positif (het formeel-positieve aspect), dan aspek 
materiil-positif (het materieel-positieve aspect). Aspek negatif menentukan bahwa 
tindakan pemerintah tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Tindakan 
pemerintah adalah tidak sah jika bertentangan dengan peraturan perundang-undangan 
yang lebih tinggi. Aspek formal-positif menentukan bahwa pemerintah hanya 
memiliki kewenangan tertentu sepanjang diberikan atau berdasarkan undang-undang. 
Aspek materil-positif menentukan bahwa undang-undang memuat aturan umum yang 
mengikat tindakan pemerintah. Hal ini berarti bahwa kewenangan itu harus memiliki 
                                                          
28 Andi Safriani, Hukum Administrasi, h. 191-192 
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dasar perundang-undangan dan juga bahwa kewenangan itu isinya ditentukan 
normanya oleh undang-undang.29 
Secara teoritik, kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-
undangan di peroleh melalui tiga cara yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Lebih 
lanjut disebutkan bahwa legislator yang kompeten untuk memberikan atribusi 
wewenang pemerintahan itu dibedakan menajdi: 
a. Yang berkedudukan sebagai original legislator; di negara kita ditingkat pusat 
adalah MPR sebagai pembentuk konstitusi dan DPR bersama-sama pemerintah 
sebagai yang melahirkan suatu undang-undang, dan di tingkat daerah adalah 
DPRD dan pemerintah daerah yang melahirkan peraturan daerah. 
b. Yang bertindak sebagai delegated legislator; seperti presiden yang berdasar pada 
suatu ketentuan undang-undang mengeluarkan peraturan pemerintah dimana 
diciptakan wewenang-wewenang pemerintahan kepada badan atau jabatan tata 
usaha tertentu.30 
Menurut H.D. van Wijk/Willem Konijnenbelt kewenangan yang bersumber 
dari peraturan perundang-undangan tersebut diperoleh melalui tiga cara yaitu: atribusi 
(attribute), delegasi (delegatie), dan mandat (mandaat). 
1. Atribusi adalah wewenang pemerintah oleh pembuat undang-undang kepada organ 
pemerintahan. 
                                                          
29 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, h. 92. 
30 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, h. 101. 
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2. Delegasi adalah pelimbahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintah 
kepada organ pemerintah lainnya. 
3. Mandate adalah terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya 
dijalankan oleh organ lain atas namanya.31 
                                                          
31 Andi Safriani, Hukum Administrasi, h. 196. 
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